PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sekumpul Ujung Desa Bincau 70714 Telp/Fax 0511-4721719/4722291

Martapura, Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 100.3.5.4/ 460 /DPRKPLH /2025

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang

Mengingat

DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4
Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar;

bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam
melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan
sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup perlu menetapkan suatu ukuran
keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1252);

Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar
(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor
6);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1282);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun
2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
4) Tangggal 22 September 2025

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUPKABUPATEN BANJAR, TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar
untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana
kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran,
perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian Kkinerja,
laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaiman tercantum
dalam Lampiran I. Indikator Kinerja Utama bagi
Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Fungsional dan
Pelaksanan tercantum dalam Lampiran II dan III
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :  Martapura

Pada Tanggal : 22 September 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

Pembina Tingkat I (IV/T
NIP. 19690909 199703 1 013




LAMPIRAN[ : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 100.3.5.4/ 460 /DPRKPLH /2025

TANGGAL : 22 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan / Definsi
Opersional

Formulasi Penanggungjawab

Dumber Data

Meningkatnya Kualitas
Air, Udara dan Lahan

Indeks Kualitas Air (IKA)

Kumulatif nilai IP air pada
titik-titik pemantauan

Z(Persentase status IP air x bobot)

Indeks Kualitas Udara
(IKU)

Perbandiangan nilai rata-rata
tahunan parameter SO2 dan
NO2 terhadap baku mutunya

Urusan
. Lingkungan Hidup
100 - ((50 = 0,9) x (PU - 0,1)) Kepala Dinas (Bidang P2KLH
Note : PU adalah Indeks Pencemar /Bidang P3KLH/
Udara Bidang PSLB3)

PU = 50% INDEKS S0O2 + 50%
INDEKS NO2




Penjelasan / Definsi

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Opersional Formulasi Penanggungjawab Dumber Data
IKL=100-((84,3-((LTL/LW-DKK)x
100))x 50/54,3)
; IKL : Indeks Kualitas Lahan

Data kualitas lahan yang ) .

menjadi tupoksi Pemerintah w.. AL .Ursmm Tarupan Hutad; 60%

Daerali yeity date Taman uas belukar dan belukar rawa

Kehati. RTH. dan Tutupan pada Kawasan Hutan dan Fungsi

Indeks Kualitas Lahan = ! L Utup Lingdung. Ruang Terbuka Hijau
vegetasi relevan lainnya yang
(IKL) memiliki SK penetapan dan (hutan kota, taman kota), kebun

telah didelineasi, selebihnya | F2% .am% faman keanekaragaman

perolehan datanya dilakukan ayati (kehati) serta rehabilitasi

oleh Pemerintah Pusat hutan dan _m.#mb
LW : Luas Wilayah
DKK : Dampak Kebakaran dan
Kanal Pada Lahan Gambut

Permukiman Layak Huni

adalah permukiman yang Urusan

memenuhi standar pelayanan Perumahan

PSU, yang meliputi Rumah . Kawasan

Meningkatnya Kualitas Persentase Permukiman Layak Huni yang didukung Wumiah Permukiman Layak Permukiman

Permukiman

Layak Huni

Akses jalan, Drainase
Lingkungan, Air Minum,
Sanitasi, Pengelolaan
Persampahan, dan Penerangan
Jalan Umum

Huni/ Jumlah Permukiman
Kabupaten) x 100%

(Bidang Kawasan
Permukiman /
Bidang Penyediaan
Perumahan)




No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan / Definsi
Opersional

Formulasi

Penanggungjawab

Dumber Data

Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah
adalah ukuran capaian kinerja
akuntabilitas instansi
pemerintah daerah yang
dievaluasi setiap tahun oleh
Kementerian PANRB melalui
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
Nilai ini mencerminkan tingkat
keterkaitan antara
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan
program/kegiatan, pengukuran
kinerja, pelaporan, serta
evaluasi kinerja perangkat
daerah.

Skor/nilai hasil evaluasi SAKIP
perangkat daerah oleh
Kementerian PANRB, dalam

rentang 0-100 (dengan kategori:

A, BB, B, CC, C).

Sekretariat

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

Pembina Tin
NIP. 19690909 199703 1 013
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

NOMOR 100.3.5.4/ 460 /DPRKPLH /2025

TANGGAL 22 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEJABAT ESELON III DAN IV
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025
Penjelasan / Definsi
No Sasaran Indikator i Om.n-.nmh it Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
Urusan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Upaya
Pengendalian
Pencemaran/dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup

Persentase Lokasi
Badan Air yang
Memenuhi Baku Mutu

Persentase Jumlah Titik
Pantau Badan Air Yang
Dilakukan Uji Mutu
Memenuhi Setidaknya 50%
Dari Parameter Baku Mutu

(Jumlah Titik Pantau Badan Air
Yang Dilakukan Uji Mutu Memenuhi
Baku Mutu +Jumlah Total Titik
Pantau Badan Air ) x 100%

Kepala Bidang
Pengendalian
Pencemaran Dan
Kerusakan
Lingkungan Hidup

BIDANG P2KLH

Persentase Lokasi
Udara Ambien
Memenuhi Baku Mutu

Persentase Jumlah Titik
Pantau Udara Ambien Yang
Dilakukan Uji Mutu
Memenuhi Setidaknya 50%
Dari Parameter Baku Mutu

(Jumlah Titik Udara Ambien Yang
Dilakukan Uji Mutu Memenuhi Baku
Mutu +Jumlah Titik Pantau Udara
Ambien) x 100%

Kepala Bidang
Pengendalian
Pencemaran Dan
Kerusakan
Lingkungan Hidup

BIDANG P2KLH




Penjelasan / Definsi

No Sasaran Indikator Operaicssl Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
Parameter Baku Mutu WMM.MMMMMM B
wﬂ am Ster Al yacg mmn%u»ﬁﬁwﬂ“&ﬂ Parameter Air yang Dipantau (38) | Pengendalian BIDANG P2KLH
Peraturan Pemerintah Pencemaran
: Nomor 22 Tahun 2021 Lingkungan
Meningkatnya Pemantauan
2 Kualitas Air dan Udara tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan w%m_mﬂmnxmw 5
Hidup pada titik pantau emantauan Dan
M”MMM%%%WMME._E: %mbmﬂ%mw_ &Snﬁwxm.: di Parameter Udara yang Dipantau (3) | Pengendalian BIDANG P2KLH
Tahun Berjalan Pencemaran
Lingkungan
) Kepala Seksi
; : Jumlah Komunitas Desa/Kelurahan yang ; : .
3 Wo:_sm._ﬂmgmm m.uaga_w%b Kampung Iklim Yang mengikuti komunitas %M“_Em_w Moﬁcu_ﬁmm Kampung Iklim Mnnmmmmﬂ_mb BIDANG P2KLH
orumitas fampung xim Dibina untuk iklim (Proklim) goLmna crusakan
Lingkungan
Kepala Seksi
Terlaksananya Penyusunan Jumlah Laporan Terlaksananya Penyusunan . )
4 | Laporan Inventarisasi Gas Inventarisasi Gas Laporan Inventarisasi Gas mwﬂwsr MMMMBn lnventarisasi Gas MM%M%HQ BIDANG P2KLH
Rumah Kaca Rumah Kaca Rumah Kaca .
Lingkungan
Pelaksanaan pengelolaan
laboratorium lingkungan,
pelaksanaan pengujian
sampel dari instansi
pemerintah bidang
Jumlah pengujian yang mm:mwcs.m_mﬁ hidup dan d Jumlah -
. ; ; instansi lainnya yang dapat | Jumlah pengujian yang
g | SrASERUSSURRERERNG: O CANE S e ditanggung oleh APBD dan | dilaksananakan oleh laboratorium | KePala UPTD -Lab | gy sy, pojer
grung Ergkimgan sampel dari dunia lingkungan Ingsingan

industri/dunia usaha,
pengujian kualitas udara
dan uji kualitas
lingkungan, operasional
laboratorium, termasuk
kegiatan untuk




Penjelasan / Definsi

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
peningkatan mutu atau
standarisasi laboratorium
lingkungan
: Kepala Bidang
Berkurangnya Jumlah Jumlah Sampah yang dibuang ke
Menurunnya Sampah yang Persentase Sampah - . : Pengelolaan
6 Dibuang Ke TPA Dibuang Ke TPA %WM@% yang Dibuang Ke Muw : Lﬂa_msﬁacc_ma sampah Sampah Dan BIDANG PSLB3
i Limbah B3
: Jumlah Sampah Yang . Kepala UPTD
Sampah Yang Tertangani . . Sampah Yang Tertangani .
. . Tertangani Melalui s . Jumlah Sampah Yang Tertangani Pengelolaan
! W\Mww_ vamaaOmommb Akhir Pemrosesan Akhir WmH&MWﬁmgnowmmmb Alkchir Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Sampah dan Air BIDBNG FRIDa
P Sampah amp Limbah
-Lembaga pengelolaan
sampah yang dioptimalkan
terdiri dari BSI, BSU dan ((Jumlah Total lembaga pengelolaan ;
: : Perscntase KSM -variable 30 sampah yang terbentuk-jumlah Total anm.pm Selest
Optimalnya Fungsi Lembaga Kelembagaan : Kemitraan
8 Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah merupakan jumlah total lembaga sampah yang belum Pengelolaan BIDANG PSLB3
yang Aktif lembaga yg belum aktif aktif)/Jumlah Total lembaga sampah Sampah

karena adanya berbagai
faktor kendala dalam
pelaksanaannya

keseluruhan) x 100 %




No Sasaran Indikator ?&M—Mﬂﬂwp A\. B_W._wn-u_ Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
-Meningkatnya jumlah
Rumah Tangga Sebagai
Meningkatnya Kesadaran %mﬁmm:ﬁmmmawcs.gm: WMMMMMWWMMWWMM% - FHSBWMWT HMMEMW %m%mmm w m&mmmw Wmvm._m Sejeal
9 | Rumah Tangga Dalam angga Sebagal Jumlah Rumah Tangga asa mbaga Pengelolaan SaiteEan BIDANG PSLB3
Nasabah Lembaga A Sampah / Jumlah rumah tangga Pengelolaan
Pengelolaan Sampah Penigeloluan Sampak sasaran yang dimaksud sasaran) x 100% -
& P adalah jumlah rumah ° P
tangga yang mendapatkan
pelayanan
Optimalnya P P Sampah i jumlah Jumlah Sampah Yang Dikurangi / | Kepala Seksi
10 wv imalnya Pengurangan ersentase Samp Meningkatnya jum (Jum m.va ang Dikurangi / Pengelolaan BIDANG PSLB3
ampah Yang Dikurangi pengurangan sampah Jumlah Timbulan Sampah) x 100% Sampah
Pelaku Usaha yang
Mengelola Limbah B3 (Jumlah Pelaku Usaha yang
dengan Baik dapat Mengelola Limbah B3 dengan Baik
ditentukan dengan s.d. tahun 2024 + Jumlah Pelaku
memastikan pelaku usaha | Usaha yang Mengelola Limbah B3
tersebut memiliki dengan Baik tahun ke n) / Jumlah
izin/persetujuan rincian Pelaku Usaha yang Berpotensi
teknis penyimpanan sebagai Penghasil Limbah B3 * 100%
sementara limbah B3.
Dengan adanya keterangan:
izin/persetujuan tersebut target jumlah pelaku usaha yang
Persentase Pelaku dapat dipastikan pelaku mengelola limbah B3 dengan baik Kepala Bidang
11 Meningkatnya Pengelolaan Usaha Yang Mengelola | usaha telah memiliki MoU setiap tahunnya yaitu 15 pelaku Pengelolaan BIDANG PSLB3
Limbah B3 Limbah B3 Dengan atau kerja sama dengan usaha Sampah Dan
Baik pihak tahun 2025 : (50 + (15)) / 140 * Limbah B3
pengangkut/transporter 100% = 46,43%

limbah B3 yang memiliki
izin sesuai ketentuan yang
berlaku yang akan
melakukan pengelolaan
limbah B3 lebih lanjut.
Sampai dengan tahun
2024, jumlah pelaku usaha
yang mengelola limbah B3
dengan baik yaitu sebanyak
50 pelaku usaha. Jumlah

tahun 2026 : (50 + (15+15)) / 140 *
100% = 57,14%

tahun 2027 : (50 + (15+15+15)) /
140 * 100% = 67,86%

tahun 2028 : (50 + (15+15+15+15)) /
140 * 100% = 78,57%

tahun 2029 : (50 +
(15+15+15+15+15)) / 140 * 100% =
89,29%




Penjelasan / Definsi

N nan
o Sasaran Indikator Opersional Formulasi Pe ggungjawab | Dumber Data
pelaku usaha yang
berpotensi sebagai
penghasil limbah B3 yang
terdata yaitu sebanyak 140
pelaku usaha.
Jumlah Pelaku Usaha Penghasil
Persentase Pelaku ; : S .
Meningkatnya Pelaku Usaha Usaha Yang Memiliki Mm“ﬁm.w mgumﬂ m.&.ﬂm W.Bv.mﬁ MmW% m..bm_.w&mﬁ. Mexmiliki W%ﬁww_wmwmwmb
12 | Yang Memiliki Rincian Teknis | Rincian Teknis saha Yang Mem:t incian Teknis dan/eatau > BIDANG PSLB3
dan/atau Persetujuan Teknis | dan/atau Persetujuan Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis s.d. tahunn / Berbahaya Dan
Teknis J Persetujuan Teknis Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Beracun
Limbah B3 Yang Terdata * 100
. Jumlah pelaku usaha yang .
Meningkatnya Pelaku Usaha MMHMWMM Pelaka Wa%mﬂﬂmﬂwsu”m%n_awm melaporkan pengelolaan limbah B3 Mww MWMMMWMVS
13 | Yang Melaporkan Pengelolaan g £ YRR BC AP s.d. tahun ke n / Jumlah pelaku - BIDANG PSLB3
: Melaporkan pengelolaan limbah B3 . : Berbahaya Dan
Limbah B3 o usaha yang menghasilkan limbah B3
yang dihasilkannya Beracun

Pengelolaan Limbah B3

yvang terdata * 100%




Penjelasan / Definsi

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
Kepala Bidang
Meningkatnya Ketaatan Persentase Ketaatan Tingkat m.npmbm.mm:.mﬂ Pelaku | (Total Pelaku Usaha Yang Diawasi- Penataan,
14 | Terhadap Pengelolaan Pelaku Usaha Terhadap | Usaha Yang Di Awasi Total Pelaku Usaha Yang Taat) / Penaatan Dan BIDANG P3KLH
Lingkungan Pengelolaan Terhadap Pengelolaan Total Pelaku Usaha Yang Di Awasi ) | Peningkatan
Lingkungan Lingkungan Hidup x 100 % Kapasitas

Lingkungan Hidup

Tersusunnya Dokumen

Persentase Dokumen
Persetujuan

Dokumen Persetujuan
Lingkungan merupakan
dokumen yang menjadi
dasar bagi pelaksanaan
suatu kegiatan atau usaha
yang berpotensi
menimbulkan dampak
terhadap lingkungan.
Dokumen ini diperlukan

(Jumlah Dokumen Persetujuan
Lingkungan Yang Sesuai Dengan
Perundangan dibagi Jumlah

Kepala Seksi

15 mum_,mon.E.cmn Lingkungan E:m_ﬁummmb yang sebagai m%mw.mﬁ dalam Dokumen Yang dikeluarkan N.mc.mmb Dampak BIDANG P3KLH
sesuai dengan Perundangan sesuai dengan proses perizinan berusaha, P : A Lingkungan
Perundanean sesuai dengan ketentuan ersetujuan Lingkungannya) x 100
g esual g %
dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Kepala Seksi
; Pengaduan
Meningkatnya Pengawasan Persentase Pelaku Pelaku Usaha Yang (Total Pelaku Usaha Yang DIlakukan - —
16 dan/atau Penegakkan Hukum | Usaha Yang Dilakukan | Ditargetkan Untuk Pengawasan /Total Pelaku Usaha mnuww.wﬁm Didi BIDANG P3KLH
Lingkungan Terhadap Pelaku | Pengawasan dan/atau | Dilakukan Pengawasan Yang Menjadi Target Pengawasan) x P g alc
Usaha Penegakkan Hukum Dalam Setahun 100 % enegaxan
Hukum
Lingkungan
Kepala Bidang
Meningkatnya Ketaatan Persentase Ketaatan Tingkat Pelanggaran Pelaku | (Total Pelaku Usaha Yang Diawasi- Penataan,
17 | Terhadap Pengelolaan Pelaku Usaha Terhadap | Usaha Yang Di Awasi Total Pelaku Usaha Yang Taat) / Penaatan Dan BIDANG P3KLH
Lingkangan Pengelolaan Terhadap Pengelolaan Total Pelaku Usaha Yang Di Awasi ) Peningkatan
Lingkungan Lingkungan Hidup x 100 % Kapasitas

Lingkungan Hidup




Penjelasan / Definsi

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
Kepala Seksi
Pengaduan
z Pengaduan Lingkungan ( Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti / | Penyelesaian
18 w\_anamwmﬁ@m Pensagpuan Persentase Pengaduan | y; 43, yang Ditindak Total Pengaduan Yang Masuk ) x Sengketa Dan BIDANG P3KLH
engaduan yang Ditindaklanjuti Lanjuti 100% Penegakan
Hukum
Lingkungan
- Mengukur seberapa banyak Kepala Bidang
Meningkatnya Kualitas Perenc D dokumen evaluasi Persentase evaluasi lingkungan = Penataan,
okumen Perencanaan S lah Jumilat doki al ; P, D
19 | @naan o . pripe rﬁm ngan yang te . (Jum okumen evaluasi yang enaatan Dan BIDANG P3KLH
Dan Evaluasi Lingkungan Hid B L . | disusun dan lengkap dari lengkap / Total dokumen evaluasi Peningkatan
valuasi Lingkungan Hi e o/ % ;
up it Yt Tersedia total dokumen yang yang wajib dibuat) x 100% Kapasitas
P & seharusnya dibuat. Lingkungan Hidup
Dokumen RPPLH (Rencana
Perlindungan dan
Persentase Pengelolaan Lingkungan
Tersedianya Rencana Perlindu Dokumen Perlindungan | Hidup) adalah dokumen Dokumen Perlindungan Dan .
ngan Dan Pengelolaan Lingkun Pen perencanaan yang memuat Pengelolaan Lingkungan Hidup KepalaSeles:
20 . Pengelolaan Lingkunga | kebijakan, strategi, serta Kajian Dampak BIDANG P3KLH
gan Hidup g g J (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang
(RPPLH) Kabupaten /Kota # Hifup rencana aksi dalam Terencana Lingicungan
(RPPLH) Kabupaten /Kot | perlindungan dan
a Yang Terencana pengelolaan lingkungan
hidup untuk jangka waktu
tertentu.
Dokumen KLHS (Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis) adalah dokumen
yang berisi analisis
sistematis, menyeluruh :
. . Persentase o ! . (Jumlah Dokumen KLHS yang Kepala Seksi
21 Terselenggaranya Kajian Hidu Dokumen KLHS Yang T dan partisipatif mengenai tersedia di bagi jumlah permohonan | Kajian Dampak BIDANG P3KLH

p Lingkungan Strategis

ersedia

dampak lingkungan dari
suatu kebijakan, rencana,
atau program (KRP). KLHS
bertujuan untuk
memastikan bahwa prinsip
pembangunan

KLHS yang masuk) X 100%

Lingkungan




Sasaran

Indikator

Penjelasan / Definsi
Opersional

Formulasi

Penanggungjawab

Dumber Data

berkelanjutan telah
menjadi dasar dalam
penyusunan dan
pelaksanaan KRP.

22

Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Peduli Lingkungan

Persentase Partisipasi
Masyarakat Peduli
Lingkungan

Persentase Partisipasi
Kelompok Masyarakat
Peduli Lingkungan adalah
persentase masyarakat
sasaran yang terdiri atas
masyarakat adat dan
sekolah yang terlibat aktif
dalam minimal satu
kegiatan peduli lingkungan
hidup (salah satunya dapat
termasuk GBPLH,
sosialisasi lingkungan, atau
sebagainya) pada tahun
berjalan, dibandingkan
dengan total masyarakat
sasararn.

(Jumlah Masyarakat Sasaran yang
Mengikuti Kegiatan /Total
Masyarakat Sasaran) x 100%

Kepala Bidang
Penataan,
Penaatan Dan
Peningkatan
Kapasitas
Lingkungan Hidup

BIDANG P3KLH

23

Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Adat Dalam
Pembentukan Masyarakat

Hukum Adat

Terbentuknya
Masyarakat Hukum
Adat

Terpenuhinya Persyaratan
Masyarakat Adat untuk
Mendapatkan Pengakuan
Dari Pemerintah Daerah
Menjadi Masyarakat
Hukum Adat

1. Dokumen Profil

2. Peta Wilayah Adat

3. Peraturan Daerah Terkait MHA

4. Peraturan Bupati Banjar Terkait
Tata Cara Pengakuan

5. Peraturan Bupati Banjar
Penetapan Masyarakat Hukum Adat

Kepala Seksi
Peningkatan
Kapasitas
Lingkungan Hidup

BIDANG P3KLH




Penjelasan / Definsi

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
Persentase Partisipasi
Masyarakat Peduli
Lingkungan adalah
persentase masyarakat
sasaran yang terdiri atas
masyarakat adat dan Kepala Bidang
; - y Persentase Partisipasi sekolah yang terlibat aktif Jumlah Masyarakat Sasaran yang PEnataan;
34, | diomnsaiEs Famemes Masyarakat Peduli dallam migime) san) Msgmmwca Kegiatan /Total g PenEian Dan BIDANG P3KLH
asyarakat Peduli Lingkungan Lingkungan kegiatan peduli lingkungan Masyarakat Sasaran) x 100% Peningkatan
g & hidup (salah satunya dapat R w ¢ Kapasitas

termasuk GBPLH,
sosialisasi lingkungan, atau
sebagainya) pada tahun
berjalan, dibandingkan
dengan total masyarakat
sasaran.

Lingkungan Hidup

Meningkatnya Pembinaan

Jumlah sekolah yang
sudah terbina mengenai

Jumlah Sekolah yang terbina pada

Kepala Seksi

Gerakan Peduli Dan Persentase Sekolah . tahun (n)/ Jumlah Sekolah yang Peningkatan
= Berbudaya Lingkungan Hidup | Yang Terbina mMMwWMM UMMM__Mcm% an direncanakan mendapatkan Kapasitas RIDANG PSELH
Di Sekolah hidup ya lingkung pembinaan pada tahun (n)*100% Lingkungan Hidup
Luas Tutupan Lahan WMM M_mnw%mm%m
26 | Meningkatnya Tutupan Lahan Persentase Tutupan Perkotaan = Luas RTH / (Luas Ruang Terbuka Hijau / rcmw Pencemaran Dan BIDANG P2KLH
Lahan Luas Kecamatan Martapura | Kecamatan Martapura Kota) x 100% Kerusakan
Kots Lingkungan Hidup
Kepala Seksi
: . Konservasi
Meningkatnya Pengelolaan Luas Lahan Meningkatnya :
27 | Lahan Keanekaragaman Keanckaragaman pengelolaanTaman Kehati Pepinpiat ﬁm:ma_o_mm.b taman mumber Haga BIDANG P2KLH
. : 5 keanekaragaman hayati Alam Dan
Hayati Hayati yang Dikelola 7.82 Ha Pemelithaiaai

Lingkungan




Penjelasan / Definsi Dat
No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
Kepala Bidang
. . . . Pengendalian
Meningkatnya Tutupan Lahan | Luas Tutupan Lahan Di | Penanaman Di Ruang Luas Tutupan Lahan Di Ruang
28 . .. .\ .. 3 Pencemaran Dan BIDANG P2KLH
Di Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau Terbuka Hijau Terbuka Hijau
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kepala Seksi
i3 Konservasi
. Persentase Tutupan . (Ruang Terbuka Hijau Yang
pg | Meningkatnya Tutupan Lahan |11 i Rusng Peraeliiasann Tamnman Dipelihara,/Total Ruang Terbuka Sanber Doy BIDANG P2KLH
Di Ruang Terbuka Hijau Terbuka Hii Ruang Terbuka Hijau Hijau) x 100% Alam Dan
erbuka Hyjau J N Pemeliharaan
Lingkungan
P " R W@lmﬂamﬂbmﬂ%m R Kepala Seksi
%Mwwwﬂwm%m.mﬂmﬁ%s %m%ﬁﬂﬂmmwwm mwwm%mm, an (RTH Terbangun Sesuai Rencana Konservasi
30 Meningkatnya Ruang Terbuka Terb n._mm g Direnc mwu Serta Yang | gan Terpelihara/Ruang Terbuka Sumber Daya BIDANG P2KLH
Hijau St g9 o R Hijau yang Telah Direncanakan) x Alam Dan
Terpelihara Di Terpeliharanya Seluruh 6 .
o 100% Pemeliharaan
Kabupaten Ruang Terbuka Hijau Yang LindEansan
Sudah Ada Di Kabupaten & &
Permukiman Adalah :
Jumlah Rukun Tetangga W_ JBEW i w%@ﬁﬂwbwwwm.
Persentase Permukiman | yang Ada Di Kabupaten ERBtAREl prE O .
Menifcistie Ralensismbag Memiliki Beititar Perumahan + Jumlah RT yang Kepala Bidang BIDANG
31 | oo wm:usmwamu £Rap Wmﬂm SAEL PSU xm_e e PSU Adalah : | Memenuhi Kelengkapan PSU Penyediaan PENYEDIAAN
s oy Flengiapan * | Minimal di Permukiman Kumuh / | Perumahan PERUMAHAN
Minimal Tersedianya Jalan, : ;
: ; . Jumlah RT di Kabupaten Banjar) x
Drainase, TPS, Air Bersih
e 100%
dan Sanitasi
P " Titik Jal Kepala Seksi
Meningkatnya Kualitas Jalan r“mﬂﬂ%m%b tH an Jalan Lingkungan (Jumlah Jalan Lingkungan Prasarana Sarana | BIDANG
32 | Lingkungan Permukiman Hum_,mb W.Hm,b nsS . Permukiman dalam Kondisi | Permukiman Optimal / Total Jalan Dan Utilitas PENYEDIAAN
Sesuai Standar man sesual Optimal Lingkungan Permukiman) x 100% Umum PERUMAHAN
Standar
Perumahan
Kepala Seksi
Meningkatnya Kualitas Persentase Titik Drai Permukiman (Jumlah Drainase Permukiman Prasarana Sarana | BIDANG
33 | Drainase Permukiman Sesuai | Drainase Permukiman Q%MHNMMEME 2 Optimal / Total Drainase Dan Utilitas PENYEDIAAN
Standar Sesuai Standar P Permukiman) x 100% Umum PERUMAHAN

Perumahan




Penjelasan / Definsi

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
Kepala Seksi
Meningkatnya Kelengkapan Jumlah Titik PJU yang | Terlaksananya kerja sama | Jumlah Dokumen Kerja sama wwwmwwmww%m«mnm BIDANG
34 DTt Permaictmzn: Dipelihara Dan Pasang | Penyediaan/Pengelolaan Penyediaan /Pengelolaan PSU Dan Utilitas KAWASAN
Baru PSU Perumahan Perumahan yang dilaksanakan P PERMUKIMAN
Permukiman
Ratio jumlah penyerahan
Prasarana, Sarana, dan .
. . Utilitas (PSU) perumahan Kepala Seksi
Meningkatnya Serah Terima Persentase PSU yang yang telah diserahkan oleh (Jumlah PSU Perumahan yang telah | Prasarana Sarana | BIDANG
35 | PSU oleh Pengembang Ke Diserahterimakan engeinbangEsaadh diserahterimakan / Jumlah PSU Dan Utilitas PENYEDIAAN
Pemerintah Daerah : penger g *ep Perumahan keseluruhan ) x 100 Umum PERUMAHAN
pemerintah daerah Perumahan
terhadap jumlah PSU
Perumahan
Persentase Rumah layak
huni yang dilakukan . ;
4 ((Jumlah Rumah di Kab. Banjar - ;
Meningkatnya Rumah Layak Persentase Rumah vw_&mbhmb yang berada Jumlah RTL + Jumlah RTLH yang Hepaln ‘mwamﬁm LG
36 Huni Layak Huni diluar kawasan ditangani) / Jumlah Kab Banjar) x Penyediaan PENYEDIAAN
permukiman kumuh mpve g J Perumahan PERUMAHAN
dengan luas di bawah 10
Ha
Persentase Rumah ; (Jumlah unit rumah korban bencana y
Tertanganinya Rumah Korban | Korban Bencana Mwﬂ%ﬂwwwwbwcﬂﬁwwﬂmﬂ yang ditangani padaa tahun n / WMMmMMMMWE BIDANG
37 | Bencana dan/atau Relokasi dan/atau Relokasi Relokasi Program Jumlah Total rencana unit rumah Pe H.W erahah PENYEDIAAN
Program Pemerintah Program Pemerintah Pemerntal korban bencana yang akan ditangani Swadava PERUMAHAN
Yang Tertangani pada tahun n) x 100 Y
Persentase Rumah Tertanganinya Rumah (Jumlah unit rumah korban bencana Kepala Seksi
Tertanganinya Rumah Korban | Korban Bencana Korban Bencana dan/atau yang ditangani padaa tahun n / Penvediaan BIDANG
38 | Bencana dan/atau Relokasi dan/atau Relokasi Relokasi P Jumlah Total rencana unit rumah Y PENYEDIAAN
. : elokasi Program ; . | Perumahan
Program Pemerintah Program Pemerintah Pemerintah korban bencana yang akan ditangani Swadava PERUMAHAN
Yang Tertangani pada tahun n) x 100 Y
e ko Perumahan yang Sedang Dib Kepala Seksi
Meningkatnya Perumahan Persentase Perumahan P SARSARARA ( SESIAKSE SSNS SaEnE o SR Penyediaan BIDANG
; . . ; embangunan Baik Rumah | Sesuai dengan Siteplan / Total
39 | Yang Dibangun Sesuai Yang Dibangun Sesuai M : . Perumahan PENYEDIAAN
Sitenl Diéh Sitanlait laupun PSU nya Sesuai Perumahan yang Sedang Dibangun) Dt Daf PERUMAHAN
pra EALL =ty Siteplan Yang Telah / 100% st%ma._
i

Disahkan




Penjelasan / Definsi

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
Permukiman Adalah .
Jumlah Rukun Tetangga (Jumish RT yang _Sn.mp.muﬂg.
: ; Kelengkapan PSU Minimal di
Persentase Permukiman | yang Ada Di Kabupaten .
y iy : Perumahan + Jumlah RT yang Kepala Bidang BIDANG
Meningkatnya Kelengkapan yang Memiliki Banjar .
40 PSU Permukimian Kelengkapan PSU Kelengkapan PSU Adalah : Memenuhi Kelengkapan PSU Kawasan KAWASAN
- engxap “ap * | Minimal di Permukiman Kumuh / Permukiman PERMUKIMAN
Minimal Tersedianya Jalan, . .
. . . . Jumlah RT di Kabupaten Banjar) x
Drainase, TPS, Air Bersih
% g 100%
dan Sanitasi
. Kepala Seksi
Tersedianya Dokumen WM“MMMHWMMHB% WWMMMMM%W«MWWEWNNS Pendataan Dan BIDANG
41 | Perencanaan Penanganan Jumlah Dokumen Perencanaan KAWASAN
. Penanganan Penanganan Kawasan
Permukiman . . Kawasan PERMUKIMAN
Permukiman Permukiman Kumuh :
Permukiman
Persentase Rumah tidak
layak huni yang dilakukan ;
: Kepala Seksi
Meningkatnya RTLH yang vﬂ,wo:ﬁmm,n _N,E.I. yang ﬁwHUEwg yang beveda (Jumlah RTLH yang ditangani / Penyediaan BIDANG
42 | Ditangani Sesuai Standar Difaugant Segua difuar Jowasan Jumlah RTLH Kab Banjar ) x 100 % | Perumahan PENYEDIAAN
Standar permukiman kumuh PERUMAHAN
: Swadaya
dengan luas di bawah 10
Ha
Meningkatnya Kualitas Jalan Mwhmmmwmwbﬁcw Jalan Jalan Lingkungan (Jumlah Jalan Lingkungan WMMMNWMMMW BIDANG
43 | Lingkungan Permukiman Pl o s Permukiman dalam Kondisi | Permukiman Optimal / Total Jalan |, “> ¢€< KAWASAN
Sesuai Standar Optimal Lingkungan Permukiman) x 100% ’ PERMUKIMAN
Standar Permukiman
. . . ; : Kepala Seksi
Meningkatnya Kualitas Persentase Titik " ; (Jumlah Drainase Permukiman . BIDANG
44 | Drainase Permukiman Sesuai | Drainase Permukiman WMWMN—MMMMMMEWMMH Optimal / Total Drainase MﬂMﬂWﬂmSﬂ KAWASAN
Standar Sesuai Standar P Permukiman) x 100% _ PERMUKIMAN
Permukiman
Permukiman Adalah
Jumlah Rukun Tetangga
Persentase Permukiman | yang Ada Di Kabupaten . -
. S : (Jumlah RT yang Memenuhi Kepala Bidang BIDANG
45 | Meningkatnya Kelengkapan | yang Memiliki Banjer .| Kelengkapan PSU Minimal/Jumlah | Penyediaan PENYEDIAAN
PSU Permukiman Kelengkapan PSU Kelengkapan PSU Adalah : £ .
i : RT di Kabupaten Banjar) x 100% Perumahan PERUMAHAN
Minimal Tersedianya Jalan,

Drainase, TPS, Air Bersih
dan Sanitasi




Penjelasan / Definsi
No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
Persentase Rumah tidak
layak huni yang dilakukan .
. Kepala Seksi
Meningkatnya RTLH yang muwwmnnﬁmw.n _N.H.r:. yang vwlomuwmb yang berada (Jumlah RTLH yang ditangani / Penyediaan ELEATVS
#® | Ditangani Sesuai Standar Ditangani Sesuai e —— Jumlah RTLH Kab Banjar ) x 100 % | Perumahan it
8 Standar permukiman kumuh ) o PERUMAHAN
. Swadaya
dengan luas di bawah 10
Ha
Masyarakat Sasaran
Merupakan Masyarakat ;
Meningkatnya Kepatuhan Persentase Masyarakat | yang Hadir dalam Kegiatan (humtan g.m ¥ mamwmﬁ Ragaren g Kepa'a Sl
; e ; Memahami Tujuan & Maksud Pendataan Dan BIDANG
Masyarakat terhadap yang Memahami Sosialisasi Terkait ;
47 . ; ; Kegiatan / Jumlah Masyarakat Perencanaan PENYEDIAAN
Pembangunan Rumah Sesuai | Standar Permukiman Penyadaran Publik : .
Sasaran Yang Hadir Dalam Kegiatan) | Kawasan PERUMAHAN
Standar Layak Terhadap Pencegahan x 100% Pertnukinian
Tumbuh Kembang !
Permukiman Kumuh
Sekretariat
. MMMMWMMWMM“MWMHEANH (Total Penyelenggaraan Urusan
Meningkatnya Kepatuhan dan Dinas Perumahan Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah +
48 | Kinerja Intern Perangkat Penunjang Pemerintah Target Penyelenggaraan Urusan Sekretaris SEKRETARIAT
Rakyat Kawasan . 2 .
Daerah . Daerah Penunjang Pemerintah Daerahi) X
m.m.ﬂbsr_amb amb Nilai Penimbang
Lingkungan Hidup
(Dokumen Perencanaan,
Persentase Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
- Perencanaan, Anggaran Perangkat Daerah Yang Disusun /
49 Terkoordinimya Penyusunan dan Evaluasi Perangkat Feraemalian Seiurak Dokumen Perencanaan, Kasubbag SEKRETARIAT
Dokumen Perangkat Daerah ; Kegatan Perencanaan e Perencanaan
Daerah sesuai Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
ketentuan Perangkat Daerah Yang Ditargetkan)
x 100%
(Dokumen Pelaporan dan
Pengadministrasian Keuangan
i p— Persentase Laporan Pemenuhan Seluruh Perangkat Daerah Yang Tersusun / Kasubbag
50 K ERgaD Wnambﬁ 66t Desral Keuangan sesuai Kegatan Keuangan Dokumen Pelaporan dan Keuangan dan SEKRETARIAT
g & ketentuan Perangkat Daerah Pengadministrasian Keuangan Aset
Perangkat Daerah Di Targetkan) x
100%




Penjelasan / Definsi

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab | Dumber Data
Tersusunnya Laporan Persentase Laporan Pemenuhan Seluruh (bokumen Barang Milik Dacrah pada
= Perangkat Daerah Yang Tersusun / Kasubbag
Pengelolaan dan Pengamatan Pengelolaan dan Kewajiban Pelaporan o
51 st o . | Dokumen Barang Milik Daerah pada | Keuangan dan SEKRETARIAT
Aset Barang Milik Daerah Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Sesuai e
p Perangkat Daerah Di Targetkan) x Aset
Perangkat Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan 100%
Lancarnya Administrasi Persentase Administrasi | Pemenuhan Meningkatnya | (Dokumen Kepegawaian pada Kepala Sub Bagian
52 | Kepegawaian Perangkat Kepegawaian yang Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu Umum Dan SEKRETARIAT
Daerah Berkualitas Perangkat Daerah Tepat Mutu) X 100% Kepegawian
3 : Persentase Administrasi | Terpenuhinya layanan - : Kepala Sub Bagian
53 Lancarnya Adminstrasi Umum Umum yang Adimiriatrasi Tt (Laporan Layanan Administrasi Umum D SEKRETARIAT
Perangkat Daerah : Umum Perangkat Daerah) X 100% an
Berkualitas Perangkat Daerah Kepegawian
3 Persentase Laporan .H,mduoscg.s.%m Kebubulag (Dokumen Laporan Unit Barang Kepala Sub Bagian
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah s )
54 i Pengadaan Barang ; Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Dan SEKRETARIAT
Barang Milik Daerah -’ Penunjang Urusan : :
Milik Daerah - Pemerintah Daerah) X 100% Kepegawian
Pemerintah Daerah
Lancarnya Jasa Penunjang Persentase Jasa WMH.SMWMWMM%WMW mwbm.s (Laporan jasa Penunjang Pelayanan | Kepala Sub Bagian
55 | Pelayanan Umum Perangkat Penunjang Pelayanan jang Y Umum Kantor Yang Terpenuhi) X Umum Dan SEKRETARIAT
. Umum Kantor Yang = .
Daerah Umum yang berkualitas . 100% Kepegawian
Terpenuhi
Terpeliharanya Sarana dan memnsﬁmwn Mwﬂﬂ“h.mb w%ﬂw_muwwawﬂ% anmw_bm (Laporan Pemeliharan Barang Milik | Kepala Sub Bagian
56 | Prasarana Sesuai Kebutuhan FEEE . LS S Daerah Sesuai Dengan Rencana Umum Dan SEKRETARIAT

Perangkat Daerah

Sesuai Kebutuhan yang
berkualitas

Dengan Rencana
Kebutuhan

Kebutuhan) X 100%

Kepegawian

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

<

hagqie ma“
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DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

100.3.5.4/ 460 /DPRKPLH /2025

TAHUN 2025
No Sasaran Indikator Mn&ﬂ“aoﬂ”mh Uw_ SEam Formulasi Penanggungjawab UW-““ o
Urusan Lingkungan Hidup
; i Jumlah kegiatan koordinasi dan . 3 . | Bidang
o inkronisce poncegaan | Dota Kegiotan Pelasanaan | Jomsh Kesiatan | Pelakssna 4500l paia,
g 3 pencemaran Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pemantauan : Bidang
pencemaran Lingkungan Hidup : : : dan Pemantauan pada Dan Pengendalian
terhadap Media Tanah, Air, Udara tethadap Media Tanah, Alr, pada Sumber Pencemar di Sumber Pencemar di Pencemaran PONL; dan
d P ; 2 e > | Udara, dan Laut yang Tahun Berjalan . . Bidang
an Laut yang dilaksanakan Silalesamalean Tahun Berjalan Lingkungan PSLB3
Data dan informasi indeks Bidang
Data dan informasi Kualitas w.._m_:mm :bm_. Hgal hidup Tersedianya Data dan Informasi ; Pelalesana. di Seksi P2KL,
Li . . (lindeks Kualitas Air, Indeks : . Jumlah Lokasi Permmantauan Dan \
ingkungan Hidup terhadap Media . : Kualitas Air dan Udara pada 5 ; . Bidang
Tarah Al Kualitas Udara, Indeks Kualitas ; ; ; Pemantauan Kualitas Air | Pengendalian
anah, Air, Udara, dan Laut yang ; lokasi yang telah ditentukan di P3KL, dan
FDaRtEE Lahan, Indeks Kualitas Tahisn Beridl dan Udara Pencemaran Bidan
P Ekosistem Gambut dan Indeks g Lingkungan m.wrwwm

Kualitas Air Laut)




Penjelasan / Definsi

Dumber

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Beroperasi dan berfungsinya alat . Pelaksana di Seksi Bidang
Sl Sy vk CTIRETI TR Jumlah peralatan pemantau Operasional dan Pemeliharaan Jumlah Alat Pemantau Pernantangs Han P2KL,
P grung kualitas lingkungan di Alat Pemantau Kualitas Air Kualitas Air (ONLIMO : Bidang
kabupaten/kota dalam rangka ; . " . Pengendalian
: A kabupaten/kota yang dilakukan | Secara Online, Kontinyu dan yang telah dilakukan P3KL, dan
pencegahan dan sebagai peringatan : ; . Pencemaran :
P ; pemeliharaan Otomatis (ONLIMO) Pemeliharaan . Bidang
dini pencemaran lingkungan Lingkungan PSLB3
: . . | Bidang
Jumlah pengambilan Pelaksana di Seksi P2KL
Pengambilan contoh uji dan Jumlah pengambilan contoh uji Pelaksanaan pengambilan contoh uji dan pengujian | Pemantauan Dan puipn
.. . 5 : - o i : Bidang
pengujian parameter kualitas dan pengujian parameter kualitas | contoh uji dan pengujian parameter kualitas Pengendalian P3KL. dan
lingkungan yang dilaksanakan lingkungan yang dilaksanakan parameter kualitas lingkungan lingkungan yang Pencemaran Bi Qm.mw
dilaksanakan Lingkungan PSLB3
Pelaksanaan pengelolaan
laboratorium lingkungan,
pelaksanaan pengujian sampel
dari instansi pemerintah bidang
E.umwcnmmb hidup &mz.p instansi Bidang
lainnya yang dapat ditanggung POKL
Terlaksananva penguiian di Jumlah pengujian yang oleh APBD dan sampel dari Jumlah pengujian yang UPTD - Lab Bi amm
1anya pengiy dilaksanakan oleh laboratorium dunia industri/dunia usaha, dilaksananakan oleh Lingkungan / g
laboratorium lingkungan . s ; : : ; P3KL, dan
lingkungan pengujian kualitas udara dan laboratorium lingkungan | Bidang P2KL Bidan
uji kualitas lingkungan, g
; . PSLB3
operasional laboratorium,
termasuk kegiatan untuk
peningkatan mutu atau
standarisasi laboratorium
lingkungan
; ; . : " Bidang
H..wimkwmbmj% a Egordinasi, LGEE& U@WCBQ.H Emm:. . Hmnamwmﬁj%m kggerhinas!, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana di Seksi | P2KL,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi sinkronisasi dan Pelaksanaan S . ;
5 o v s : A kordinasi dan Pengendalian Bidang
Pengendalian Emisi Gas Rumah Inventarisasi Gas Rumah Kaca Pengendalian Emisi Gas Rumah ; " N
Kaca, Mitigasi dan Adaptasi dari Sektor Lingkungan Hidu Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Sinkronisasi Inventarisasi | Kerusakan P3KL, dan
’ g P & 8 P i g P Gas Rumah Kaca Lingkungan Bidang

Perubahan Iklim

yang Dilaksanakan

Perubahan Iklim

PSLB8




No

Sasaran

Indikator

Penjelasan / Definsi

Formulasi

Penanggungjawab

Dumber

Opersional Data
Jumlah Laporan Sosialisasi Jumlah Desa yang Bidang
Terlaksananya Sosialisasi Informasi | Informasi Peringatan Pencemaran | meningkatnya Sosialisasi mengikuti Sosialisasi Pelaksana di Seksi | P2KL,
Peringatan Pencemaran dan/atau dan/atau Kerusakan Lingkungan | Informasi Peringatan Informasi Peringatan Pengendalian Bidang
Kerusakan Lingkungan Hidup pada | Hidup pada Masyarakat di Pencemaran dan/atau Pencemaran dan/atau Kerusakan P3KL, dan
Masyarakat di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Lingkungan Bidang
Dilaksanakan Hidup PSLB9
Bidang
i S Jumlah kegiatan koordinasi dan . : Pelaksana di Seksi | P2KL,
MM@_%M”WMM% H&smw_ am: sinkronisasi restorasi di Eonimwmqbu\m wm.m_mﬂmb‘ . : Pengendalian Bidang
estorasi di koordinasi dan sinkronisasi Jumlah Kegiatan
kabupaten/kota yang dilaksanakan kabuipaten/kofa yang restorasi Kerpsakan FaXl, dan
dilaksanakan Lingkungan Bidang
PSLB3
Jumlah Sampah Yang Tertangani %Eﬂum,: mmﬁuﬁ Yang W%Ammum
Terlaksananya Pengelolaan Sampah | Melalui Pemrosesan Akhir Terlaksananya Pengelolaan _umw angan waw& UPTD - Bid :
Dengan Sistem Sanitary Landfill Di | Sampah Di TPA/TPST Sampah Dengan Sistem mw_ﬁw o P \%vma Persampahan / vwxmmmamn
TPA Wwwwwwwnd /Kota Atau TPA/TPST | Sanitary Landfill Di TPA Kabupaten,Kota Atau Bidang PSLB3 Bidang
TPA/TPST Regional PSLB3
Tersedianya Sarana dan Prasarana Wca_mr mm.am._mm ambmdm.ﬂmwm_.mb @ Jumlah unit hasil Wmn__nmmum
Penanganan Sampah untuk Nnnm.zmmﬂmb +Bmpan umnst . pengadaan sarana dan UPTD - i
Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, egiatan Pemilahan, Kegiatan pengadaan sarpras prasarana penangnan Persampahan / Bicang
Pengumpulan, Pengangkutan untuk TPA ; : P3KL, dan
Pengangkutan, Pengolahan, dan P gump ’ gang d sampah di TPA Cahaya Bidang PSLB3 i
Peinrosesan Alchif engolahan, dan Pemrosesan RETCaRE Bidang
Akhir PSLB3
. . Bidang
Sampah yang tertangani melalui ._Eﬂmmw. sampahy mhmmmﬂm:mmﬁ P2KL,
pemrosesan akhir sampah di 2 Mwm%awommwmb = Terlaksananya penanganan Jumlah Timbulan sampah P - aF Bidang
TPA/TPST kabupaten/kota atau ww_wu . Sampah di TPA yang masuk di TPA Persampahan | | payy “day
: /TPSTkabupaten/kota atau Bidang PSLB3 .
TPA/TPST Regional TPA/TPST Regional Bidang
/ SOk PSLB3
; : Jumlah perusahaan atau Bidang
Terlaksananya Kerja Sama Jumlah dokumen kerja sama / Terlaksananya pengelolaan bad ah UPTD - POKL
pengelclaan sampah di kemitraan dalam melakukan sampah yang bekerjasama Umwm:..b =p m%mbm Persampahan / Bi aE‘m
kabupaten/kota pengelolaan sampah dengan BLUD Intan Hijau mm%m_ww“bdmzwwmg Bidang PSLB3 werwmumb




Penjelasan / Definsi

Dumber

Ni sara
o Sa n Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Bidang
PSLB3
Bidang
Pelaksana Seksi P2KL,
Jumlah Bank Sampah Induk Meningkatnya jumlah Bank Jumlah Bank Sampah Kemitraan Bidang
T t
erbentuknya Bank Sampah Induk Yang Terbentuk Sampah Induk yang terbentuk Induk Yang Terbentuk Pengelolaan P3KL, dan
Sampah Bidang
PSLB3
Bidang
Pelaksana Seksi P2KL,
g Jumlah Bank Sampah Unit Yang | Meningkatnya jumlah Bank Jumlah Bank Sampah Kemitraan Bidang
Terbentukn
SEEIRRankSanpel Unit Terbentuk Sampah Unit yang terbentuk Unit Yang Terbentuk Pengelolaan P3KL, dan
Sampah Bidang
PSLB3
Bidang
Pelaksana Seksi P2KL
Terbentuknya Kelompok Swadaya . . ; y
Masyarakat (KSM) Pengelolaan Jumlah KSM Yang Terbentuk Meningkatnya jumlah KSM yang | Jumlah KSM Yang Kemitraan Bidang
., terbentuk Terbentuk Pengelolaan P3KL, dan
pah :
Sampah Bidang
PSLB3
Jumlah Masyarakat, Bidang
: Jumlah Masyarakat, Kelompok Pemahaman, Kesadaran Kelompok Masyarakat ;
M r : oy : :
sningkatnya HuomemEmb, Masyarakat atau Para Pihak Kepedulian, dan Peran Aktif atau Para Pihak Lainnya w&mhmmmbm Seksi _u.wNF
Kesadaran, Kepedulian, dan Peran . . : : : ; Kemitraan Bidang
: . Lainnya yang Terlibat Aktif dalam | Masyarakat dan Para Pihak yang Terlibat Aktif dalam
Aktif Masyarakat dan Para Pihak . : ; Pengelolaan P3KL, dan
- Kegiatan Pengelolaan Sampah Lainnya dalam Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan :
Lainnya dalam Pengelolaan Sampah . : Sampah Bidang
Berbasis Masyarakat Sampah Sampah Berbasis
PSLB3
Masyarakat
Bidang
Jumlah dokumen regulasi | Pelaksana Seksi P2KL,
Terbentuknya Regulasi Jumlah Dokumen Regulasi Dokumen regulasi persampahan | persampahan yang Kemitraan Bidang
Persampahan Sampah yang di susun atau di revisi disusun, ditetapkan dan | Pengelolaan P3KL, dan
di revisi Sampah Bidang
PSLB3
Goge C e Pelaksana Seksi Bidang
Terlaksananya Sosialisasi . Terlaksananya Sosialisasi Jumlah Rumah Tangga :
Pengelolaan Sampah Di Rumah %SEHWS Wﬂa.wum.b %m.pnmmm Bebagai Pengelolaan Sampah Di Rumah | Sebagai Peserta mnanw. m_mb TNMQ.:
Tangga eserta Sosialisasi Tangga Sosialisasi Pengelolaan Bidang
Sampah P3KL, dan




No

Indikator

Penjelasan / Definsi

Formulasi

Penanggungjawab

Dumber

Opersional Data
Bidang
PSLB3
Bidang
. Jumlah dokumen kebijakan dan Pelaksana Seksi P2KL
Penyus R - ; ; iy
ambmwﬁwﬂmmﬂ Unﬁnmﬁm, Kebijalcar strategi daerah pengelolaan Meningkatnya jumlah dokumen MEBE._ n_owz:umm Kemitraan Bidang
gi Daerah Pengelolaan : jakstrada yang di susun
Sampah kabupaten /kota sampah kabupaten/kota yang regulasi persampahan dati 41 tatanlan Pengelolaan P3KL, dan
disusun dan ditetapkan ! P Sampah Bidang
PSLB3
Bidang
anmmg.:.. pengurangan sampah Jumlah laporan hasil kegiatan Meningkatnya kegiatan Laporan hasil kegiatan MM_HMWM mmbmw el WWMMM
melalui pembatasan timbulan pengurangan sampah melalui pengurangan sampah melalui jumlah pembatasan yang Pen M_ommmm P3KL mamb
sampah yang dilaksanakan pembatasan timbulan sampah pembatasan dilaksanakan S E%v ah Bi ammm
PSLB3
Bidang
Terlak x . . . . Pelaksana Seksi P2KL,
rlaksananya kegiatan . Jurilah sampel yang Meningkatnya kegiatan . Laporan hasil kegiatan Kemnitraan Bidang
PENEGERAgAT SHMpAE el dimanfaatkan kembali prugurangsn sampahmelaiui | melalai pemaniaatan Pengelolaan P3KL, dan
pemanfaatan kembali sampah pemanfaatan kembali kembali sampah mmﬂmv ah wm&mmm
PSLB3
Bidang
. P2KL
: : laksana Seksi g ]
Terlaksananya Proses Pemilahan ; ; ; Jumlah sampah yang di E Bidang
Sampah Jumlah Sampah Terpilah Kegiatan pemilahan sampah pilah Mnmﬂbmmwﬂmmb P3KL, dan
P Bidang
PSLB3
Bidang
Sampah yang tertangani melalui Jumlah sampah yang tertangani Jizmlah sampah yang Pelaksana Sekm Ww%m_hm
proses pengangkutan melalui proses pengangkutan Sampah yang terangkut ke TPA | terangkut ke TPA melalui | Pengelolaan P3KL, dan
proses pengangkutan Sampah Bidang

PSLB3




Penjelasan / Definsi

Dumber

No Sasaran Indikator Oteralenal Formulasi Penanggungjawab Data
Bidang
Jumlah desa yang Pelaksana Seksi P2KL,
Luas pelayanan pengumpulan Persentase luas layanan melakukan penanganan sampah | memiliki bank sampah P lol Bidang
sampah pengumpulan sampah melalui pengumpulan sampah aktif : Jumlah seluruh mo:momﬂmmb P3KL, dan
desa di Kabupaten Banjar h Bidang
PSLB3
Seluruh kegiatan (baik mulai Jumlah sampah yang
. | dari rencana, kebijakan, tertangani melalui proses
Sampah yang tertangani melalui LE_M__&... sampah %mﬂmrnoﬁﬂammé monitoring, pencatatan, dan pemilahan dan
proses pemilahan dan pengolahan me ﬁ_umw%wo«mm vamw di an _HM_S . evaluasi) untuk penanganan pengolahan sampah di Bidang
sampah di instalasi pengolahan vanmo_ an samp 1 mnstaiast sampah melalui pemilahan dan | instalasi pengolahan : P2KL,
sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA pengolahan sampah TFS3R, PDU, pengolahan sampah di instalasi | sampah TPS3R, PDU Felalcina Gelm Bidang
’ TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, : ’ Pengelolaan
PSEL/PLTSa, RDF, pusat usat biodigest pengolahan sampah TPS3R, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, S b P3KL, dan
pengomposan, biodigester, Bank mex mﬁ%hmww‘.ﬁﬂowmﬂ, _:” ‘gester, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, S Bidang
Sampah dan fasilitas lainnya sesuai lai pan amb astitas ¢ RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah PSLB3
dengan peraturan perundangan ainnya sesual dengan peraturan biodigester, Bank sampah dan dan fasilitas lainnya
perundangan fasili . - .
asilitas lainnya sesuai dengan sesuai dengan peraturan
peraturan perundangan perundangan
Bidang
; . P2KL
; ; Jumlah Sarana dan Prasarana Kegiatan pengadaan Sarpras Jumlah Sarana dan Pelaksana Seksi A
WMWWM&%BW% m.vwmwwﬂ.ww el & Pemilahan dan Pengolahan Pemilahan & Pengolahan Prasarana Pemilahan dan | Pengelolaan W%Mwmumamb
Sampah Sampah Pengolahan Sampah Sampah Bi n_E.Mm
PSLB3
Bidang
; Jumlah Sarana dan . P2KL,
Tersedianya Sarpras Pengumpulan %MM»F: Mmﬂ.mbw QEW vnmmmnﬂbcw WMm_mﬁmb P WSWQOmb wgmwm i Prasarana Pengumpulan Wn_mwmmmwm Wit Bidang
& Pengangkutan Sampah 5 mCmﬁﬁ: an dan Pengangkutan i mwmwmbm nnmmcaﬁ_“& an dan dan Pengangkutan MQ—Mm mﬂ aan P3KL, dan
amp engangkutan Samp Sampah amp Bidang
PSLB3
Bidang
Tersedianya Sarana dan Prasarana M.GBHNE Sarana dan Prasarana Jumlah unit hasil . P2KL,
Penanganan Sampah untuk CHAERNEN m.mavmr untuk Kegiatan pengadaan sarpras pengadaan sarana dan Pelalcana Seloss Bidang
- . Kegiatan Pemilahan, Pengelolaan
Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, P ) P fing penanganan sampah prasarana penangnan s ah P3KL, dan
Pengangkutan, Pengolahan. Snghmpuian, Teogangkuan, sampah amp Bidang

Pengolahan

PSLB3




Penjelasan / Definsi

Dumber

N
o Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Bidang
: ; . . Pelaksana Seksi P2KL,
Terlaksananya Verifikasi Jumlah Verifikasi Persetujuan wmwwmmﬂ”wm%%bﬁmu“nﬂﬂﬂﬂw\uwﬂm %ﬂamﬂr. <o:wmmw“w Limbah Bahan Bidang
Persetujuan Rintek dan/atau Pertek | Rintek dan/atau Pertek J & o SETRaL Berbahaya Dan P3KL, dan
Pertek dan/atau Pertek ;
Beracun Bidang
PSLB3
. . Jumlah Laporan Kegiatan .
Terlaksananya Verifikasi Lapangan | Jumlah Laporan Kegiatan MM&MM%SN%MMH Mmﬁwwwmmﬂﬁwms Verifikasi Lapangan Pelaksana Seksi Wmmﬁm%m
untuk Memastikan Pemenuhan Verifikasi Lapangan Pemenuhan vmw._ammhm%mb moeuintmninis) Pemenuhan Komitmen Limbah B mvmbmm Bi amhw
Persyaratan Administrasi dan Komitmen Persetujuan/Izin Prmrerm——n" ambu\q,nwam Persetujuan/Izin Bt e B P3KL mamb
Teknis Penyimpanan sementara dan | Penyimpanan sementara dan Penyimpanan sementara dan Penyimpanan sementara w@wmoﬂb% Bi &mmm
P i : 2
engumpulan Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 mwb Pengumpulan Limbah PSLB3
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian e
Teknis Penyimpanan sementara Lﬁawmb _.,.,mw_:.ﬂmﬂ wmﬂnmcvmb ; Bidang
2 i ; Rincian Teknis untuk di Jumlah dokumen hasil :
Limbah B3 untuk di integrasikan ; . e : T : Pelaksana Seksi P2KL,
dengan persetujuan lingkungan H.ﬂ_‘.mmamm_wmh aoumm.b persetujuan gnumwﬁxmﬁ »..meEme kesesuaian | fasilitasi kesesuaian . Limbah Bahan Bidang
melalui Sistem Pelayanan Perizinan lingkungan melalui Sistem muatan rincian teknis dengan muatan rincian teknis Berbahava Dan P3KL. dan
Berusaha Terintegrasi Secara vm_m%mbmb _wmiumﬁmn wnammﬁum peraturan perundang-undangan | dengan peraturan mowmoc:% Bi Qmmm
Elektronik (Online Single H%Emwﬁmmmmm_ _mmmm:ﬁ.um m.Hmwc.oEw perundang-undangan PSLB3
Submission) (Online Single Submission)
Bidang
. | Pelaksana Seksi P2KL,
Terlaksanya Pembinaan Terhadap Jumlah Pelaku Usaha Penghasil %ﬂ”ﬁ%mﬁﬂ.ﬁ Hwﬂaﬂbw.ﬂﬁ %ﬂa_mr mmﬁ_;. Umﬂwm.wm Limbah Bahan Bidang
Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 | Limbah B3 Yang Dibina erhadap relagu Lsana enghastl Lim Berbahaya Dan | P3KL, dan
Penghasil Limbah B3 Yang Dibina ——
Beracun Bidang
PSLB3
Melakukan pembinaan dan
pemantauan pelaksanaan .
. rincian teknis penyimpanan Jumlah pembinaan dan Bidang
Terlaksananya pembinaan dan Jumlah pembinaan dan sementara limb mﬁ%w 3 terhad mant p \GRRATIE Pelaksana Seksi P2KL,
pemantauan pelaksanaan rincian pemantauan pelaksanaan rincian alelen pne b pars cerhacap WMH M,bs WCHM% pe a1 | Limbah Bahan Bidang
teknis penyimpanan sementara teknis penyimpanan sementara P hasill um m ah B3 clan texnis Berbahaya Dan P3KL, dan
limbah B3 limbah B3 yang dilakukan menghasilkan limbah B3 yang | penylmpanan sementara | gep,on Bidan
tiines : s . g
telah memiliki rincian teknis limbah B3 PSLB3

penyimpanan sementara limbah
B3




Penjelasan / Definsi

Dumber

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Rekomendasi Persetujuan
Teknis (RPT) adalah dokumen
yang dikeluarkan oleh instansi
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi Jumlah Rekomendasi dan/atau lingkungan _‘MM_EU mncmmmc. Msﬁ_m& W.&Saonﬂmw_ W%ammpm
dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan DEtayRraten ca dm penerbitan m.mu\u.mﬁmc m.mwma.ﬁc._cma Fungsional Seksi Bid 2
Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat vmnwmﬂc._ﬁm: .?Wbmw AvoﬁwE. q..m is; Persetyjuan Kajian Dampak 1wﬁm%mn
Lingkungan, dan Surat Kelayakan Kelayakan Operasi yang Persstujuian Teknis sendind Linglkungan, dan m.E.mn Lingkungan 2 o QAN
Operasi yang Diberikan Diberikai merupakan dokumen yang Kelayakan Operasi yang Bidang
menetapkan standar teknis dan | Diberikan PSLB3
batas baku dalam pengelolaan
lingkungan bagi usaha/kegiatan
tertentu.
Pendidikan, pelatihan dan
pelantikan kepada PNS untuk
menjadi pejabat fungsional
pengawas lingkungan hidup Pelaksana Seksi Bidan
daerah yang bertugas Pengaduan g
. ; Jumlah PNS yang ; P2KL,
Pejabat Pengawas Lingkungan %:d_m.: FNS Mmm.m _m“ﬂcm:ﬁ.ﬁwmmm: mengawaat sghnmb vmmm: dibentuk dan diangkat vob%momﬁmwb Bidang
Hidup Daerah yang dibentuk iangkat menjadi Fangaion —" @mb\ atau leglaien yang menjadi Fungsional Sengketa Dan P3KL, dan
PPLHD persetujuan lingkungan yang PPLHD Penegakan Bidan
diterbitkan oleh pemerintah Hukum g
p . PSLB3
daerah Kabupaten/Kota serta Lingkungan
pengawasan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan
Bidang
Pejabat Pengawas Lingkungan o g Pelaksana Seksi BE...
Hidup Daerah yang ditingkatkan Jumlah PPLHD yang ditingkatkan | Jumlah PPLHD yang Jumlah PPLHD yang Kaiian Dampbak Bidang
. kapasitasnya ditingkatkan kapasitasnya ditingkatkan kapasitasnya | ;o) P P3KL, dan
kapasitasnya p y g p Y g p y Lingkungan Bi Qm.mm

PSLB3




Penjelasan / Definsi

Dumber

N i
o Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Seluruh Badan usaha dan/atau Pelaksana Seksi Bidan
Seluruh Perizinan Berusaha atau kegiatan yang memiliki Pengaduan P2KL g
Persetujuan Pemerintah terkait Perizinan Berusaha atau Jumlah Badan usaha Penyelesaian -
Persetujuan Lingkungan yang MMHMWMbmmmﬂmﬁ Q%MMMM»QNS\ an Persetujuan Pemerintah terkait | dan/atau kegiatan yang Sengketa Dan W%mmmpmamb
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | ~ oo o Yang Persetujuan Lingkungan yang | diawasi pada tahun (n) Penegakan Ay
Kabupaten/Kota yang diawasi diterbitkan oleh Pemerintah Hukum wmrwmm
Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan
Pelaksana Seksi .
lingkungan hidup yang ditangani e —— w#m: M_Hm mwm Kasus lingkungan hidup yang MMWNH mebb m”bm Mmmumsm Penyelesaian Bi amm
baik Melalui Pengadilan ataupun di P yang S YR dapat ditangani dan P G Sengketa Dan e
. menjadi kewenangan : terselesaikan yang P3KL, dan
Luar Pengadilan yang merupakan kabupeten/kota terselesaikan adi k Penegakan Bidan
kewenangan kabupaten/kota P Wﬂﬁ_m Hﬁ mwﬂmﬁmbmmn Hukum m.wrwm.m
abupaten/kota Lingkungan
Jumlah pengaduan Pelaksana Seksi Bidan
Pengelolaan pengaduan Jumlah pengaduan permasalahan Pengaduan P2KL &
permasalahan Pencemaran dan permasalahan Pencemaran dan Laporan Pengaduan Pencemaran dan Penyelesaian Bi amﬂ“
Perusakan Lingkungan Hidup Perusakan Lingkungan Hidup Permasalahan Pencemaran dan | Perusakan Lingkungan Sengketa Dan P3KL mnmb
tingkat Kabupaten/Kota yang tingkat Kabupaten/Kota yang Perusakan Lingkungan Hidup Hidup tingkat Penegakan Bi QE.H
dikelola ditindaklanjuti/dikelola Kabupaten/Kota yang Hukum vwrm%
ditindaklanjuti/dikelola Lingkungan
. . Pelaksana Seksi ’
Diterapkannya sanksi administratif QEB._ mr penerapan m.mb_.nmu WmHmembmmd pensgakican sanksi Pengaduan Sang
yang dikenakan kepada administratif yang dikenakan administratif kepada pelaku Jumlah penanggung Penvelesaian P2KL,
: . kepada penanggung jawab usaha atau penanggungjawab jawab/pelaku usaha yang ¥ Bidang
penanggungjawab usaha/kegiatan . . . ) . vy Sengketa Dan
- R usaha/kegiatan yang tidak taat usaha/kegiatan yang tidak taat | tidak taat yang diberikan P3KL, dan
yang tidak taat dan menjadi d i kew d S z i : Penegakan .
kewenangan kabupaten/kota an menjadi kewenangan an menjadi kewenangan sanksi administrasi Hukum Bidang
kabupaten/kota kabupaten/kota ; PSLB3
Lingkungan
Bidang
Tersedianya Dokumen Telaahan Jumlah Dokumen Telaahan i Jumlah Dokumen . P2KL,
Kebijakan yang Telah Kebijakan yang Telah Uowcﬂwmrﬂm.wwbm“ va%m”wg Telaahan Kebijakan yang Mﬁ.wkmmmum mnw.nmg Bidang
Mengakomodir RPPLH Mengakomodir RPPLH Wﬂﬁwmox i ﬁmw \wm M Telah Mengakomodir r.w_ ﬂbﬂ mMMﬁ P3KL, dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Alpate pha RPPLH Kabupaten/Kota HEERNg Bidang

PSLB3




Penjelasan / Definsi

Dumber

N
o Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Dokumen KLHS RPJMD (Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) adalah Bidang
dokumen yang berisi analisis Jumlah Dokumen KLHS ; P2KL,
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD | Yumiah Dokumen KLHS dampak kebijakan, rencana, | RPJPD/RPJMD Pelaksans Sek8 | pigany
b RPJPD /RPJMD Kabupaten/Kota Kajian Dampak
Kabupaten/Kota S T ECRGE dan program dalam RPJMD Kabupaten/Kota yang Linuleungnr P3KL, dan
yang terhadap lingkungan hidup, Disusun grung Bidang
guna memastikan prinsip PSLB3
pembangunan berkelanjutan
terintegrasi dalam perencanaan
daerah.
KLHS RDTR adalah dokumen
yang berisi kajian lingkungan
hidup strategis untuk
memastikan bahwa Rencana Bidang
Detail Tata Ruang (RDTR) telah
. Pk Jumlah Dokumen KLHS ; P2KL,
Tersusunnya KLHS Rencana Tata %MMEW: Uo_ﬁmwﬂumb WM.. mmmﬁﬁzomnm Bma_uvoaﬁacmnmwmn _u E_.awmﬁ Rencana Tata Ruang Mm_.mwwm%mnwmw Bidang
Ruang Kabupaten/Kota a.suang upaten/Kota PEHIDSREUNAN UELLAQIIWEN Kabupaten/Kota yang e P P3KL, dan
yang Disusun yang berwawasan lingkungan. Di Lingkungan 5
A : isusun Bidang
Dokumen ini digunakan sebagai
e PSLB3
alat analisis untuk
mengintegrasikan aspek
lingkungan dalam perencanaan
tata ruang secara lebih rinci.
Terlaksananya Koordinasi, Msaw.r cowm.am_ Hasil moﬁmﬂ% .Bmummwa.mmv_,:
Sinkronisasi, Penyediaan Data dan COFGTARL, SARNTCIUSA, . GOTEREM, SHLETCIAaRY ; . . | Bidang
) Penyediaan Data dan Informasi Penyediaan Data dan Informasi Fungsional Seksi
Informasi Pengakuan Keberadaan : P2KL,
. Pengakuan Keberadaan MHA Pengakuan Keberadaan MHA ; Peningkatan .
MHA Kearifan Lokal atau : : Jumlah dokumen Hasil - Bidang
P e Kearifan Lokal atau Pengetahuan | Kearifan Lokal atau Kapasitas
engetahuan Tradisional dan Hak i : e pada tahun(n) . P3KL, dan
Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Pengetahuan Tradisional dan Lingkungan Bidang
Tradisional dan Halk MHA Terkait Lokal atau Pengetahuan Hak Kearifan Lokal atau Hidup PSLB3

dengan PPLH

Tradisional dan Hak MHA Terkait
dengan PPLH

Pengetahuan Tradisional dan
Hak MHA Terkait dengan PPLH




Penjelasan / Definsi

Dumber

N asaran
o S Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Jumlah dokumen
mengenai sekolah yang
Jumlah Dokumen mengenai mendapatkan Bidang
' sekolah yang mendapatkan pendampingan Pelaksana Seksi
Terlaksananya Pendampingan Lcﬂwm..,: Fendampingsn ; pendampingan pembinaan pembinaan Gerakan Peningkatan 2L,

" ; Pembinaan Gerakan Peduli dan ; : A Bidang
Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbuil con Tieoleepren Hide Gerakan Peduli dana Berbudaya | Peduli dana Berbudaya Kapasitas P3KL. dan
Berbudaya Lingkungan Hidup ) ARG SR p Lingkungan Hidup baik dalam | Lingkungan Hidup baik | Lingkungan i

yang Dilaksanakan D e ; - P . Bidang
acara sosialisasi, koordinasi, dalam acara sosialisasi, Hidup
: SR PSLB3
maupun kunjungan langsung. koordinasi, maupun
kunjungan langsung
dalam tahun (n)
Pelaksana Seksi Bidang
‘ Rehabilitasi Lahan Ruang Konservasi P2KL
T 1 . e - < g
NMHWM%MWWMH MMMMBWWMMHMWM Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Terbuka Hijau Dalam Kota Famildh Kegiatan Sumber Daya Bidang
Kawssat H Lahan Di Luar Kawasan Hutan Berupa Pemeliharaan Rutin dan g Alam Dan P3KL, dan
utan : .
Penanaman Pemeliharaan Bidang
Lingkungan PSLB3
Pelaksana Seksi Bidang
(Jumlah Pohon Ditanam- | Konservasi P2KL,
Meningkatnya Penanaman Pohon di | Persentase Tingkat Hidup Pohon | Tingkat Hidup Pohon Yang Jumlah Pohon Yang Mati) | Sumber Daya Bidang
Luar Kawasan Hutan Yang Ditanam Ditanam / Jumlah Pohon Di Alam Dan P3KL, dan
Tanam x 100% Pemeliharaan Bidang
Lingkungan PSLB3
Pelaksana Seksi Bidang
Meningkatnya Jumlah Orang yang X Meningkatnya kesadaran Konservasi P2KL,
Meningkat Kapasitasnya dalam MMBMM“NWW.M@ QM._mMHM ﬂMMHMmMMMb orang/masyarakat untuk %ﬂwwﬂomgm yang Sumber Daya Bidang
Pengelolaan Keanekaragaman menmwmum %mme Ha amam mengelola keanekaragaman Wmmbmmrnmwm Py — Alam Dan P3KL, dan
Hayati g Y hayati g y Pemeliharaan Bidang
Lingkungan PSLB3
Pelaksana Seksi Bidang
; Unit Taman Kehati Lainnya yang Peningkatan pengelolaan Konservasi kiakL,
Hﬂﬂmb Keanekaragaman Hayati dikelila Litikas Raienansan Meningkatnya pengelolaan taman keanekaragaman Sumber Daya Bidang
Lainnya yang Dikelola sxup g Taman Keanekaragaman Hayati . g Alam Dan P3KL, dan
Kabupaten/Kota hayati : .
Pemeliharaan Bidang
Lingkungan PSLB3




Penjelasan / Definsi

Dumber

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Pelaksana Seksi Bidang
Unit Taman Kehati Di Luar Meninekatnya. Perbaslcaban venselisen Konservasi P2KL,
Taman Keanekaragaman Hayati di | Kawasan Hutan yang Dikelola HWH % Kehati 7.82 t Emw..wmbmw g Sumber Daya Bidang
Luar Kawasan Hutan yang Dikelola | Lingkup Kewenangan Wnsmn claantaman fehatl 7. Umab : REGgenEn Alam Dan P3KL, dan
Kabupaten/Kota a yad Pemeliharaan Bidang
Lingkungan PSLB3
Pelaksana Seksi Bidang
Konservasi P2KL,
Terlaksananya Pembangunan Jumlah Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya Pembangunan Jumlah Ruang Terbuka Sumber Daya Bidang
Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun Ruang Terbuka Hijau Hijau Yang Terbangun Alam Dan P3KL, dan
Pemeliharaan Bidang
Lingkungan PSLB3
Pelaksana Seksi Bidang
Konservasi P2KL,
. Jumlah Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Ruang Terbuka Sumber Daya Bidang
Tedaksananys Pemelibaraan RTH Yang Terpelihara RTH Hijau Yang Terpelihara Alam Dan P3KL, dan
Pemeliharaan Bidang
Lingkungan PSLB3
Pelaksana Seksi Bidang
s . . Jumlah luasan Ruang Terbuka ; Konservasi v.wmmr.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Luas RTH yang Dikelola Lingkup Hii da di Kabupat Luas Tutupan Lahan Di Sumber Daya Bidang
Dikelola Kewenangan Kabupaten/Kota 12 ang aca cr habupasen Ruang Terbuka Hijau Alam Dan P3KL, dan
Banjar 7 .
Pemeliharaan Bidang
Lingkungan PSLB3
Urusan Perumahan Kawasan Permukiman
Pelaksana Seksi Bidang
Terlaksananya Perencanaan Jumlah Perencanaan Jalan Terlaksananya Perencanaan Jumlah Perencanaan Wammuwﬂwmm”mmﬂmbm WM“HMWMMM
Perbaikan Jalan Lingkungan Lingkungan Perbaikan Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan Yt Bidang
Perumahan Kawasan
Pelaksana Seksi Bidang
Terlaksananya Perbaikan Jalan Jumlah Perbaikan Jalan Terlaksananya Perbaikan Jalan | Jumlah Perbaikan Jalan Huammmﬁ».ﬁm Sarsny | berimeing
Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan o UL Ha cynt dan
Umum Bidang
Perumahan Kawasan




Penjelasan / Definsi Dumber
No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Pelaksana Seksi Bidang
Prasarana Sarana | Perumahan
._.nﬁm.WmmnmS%m. Perencanaan Jumlah Perencanaan Drainase .H.mlm;mwmumn%m. Perencanaan .._Gn.zmb Perencanaan Dan Utilitsis Rakyat dan
Perbaikan Drainase Perbaikan Drainase Drainase :
Umum Bidang
Perumahan Kawasan
Pelaksana Seksi Bidang
; . Prasarana Sarana | Perumahan
Terlaksananya Perbaikan Drainase | Jumlah Perbaikan Drainase ._,ml.m_awm:msu\m Perbatian Lcﬂ_mr Berhailar Dan Utilitas Rakyat dan
Drainase Drainase ‘
Umum Bidang
Perumahan Kawasan
Jumlah laporan hasil p s
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi | Terlaksananya hasil koordinasi | koordinasi dan e Bidang
. i . R . ¥ ) I Prasarana Sarana | Perumahan
Sinkronisasi dalam rangka dan Sinkronisasi dalam rangka dan sinkronisasi dalam rangka | sinkronisasi dalam rangka Dan Utilitas Rakyat dan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan | Penyediaan Prasarana, Sarana, penyediaan prasarana, sarana penyediaan prasarana, ;
-~ 5 o o Umum Bidang
Utilitas Umum Perumahan dan Utilitas Umum Perumahan dan utilitas umum perumahan sarana dan utilitas umum
Perumahan Kawasan
perumahan
Pelaksana Seksi Bidang
Terlaksananya Perbaikan . Terlaksananya lokasi PSU Jumlah lokasi PSU Prasarana Sarana | Perumahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas LMM;WMHWMMMM%M WMMWMHMHB? perumahan yang dilaksanakan | Perumahan yang telah Dan Utilitas Rakyat dan
Umum Perumahan yang perbaikan dilaksanakan perbaikan Umum Bidang
Perumahan Kawasan
Pelaksana Seksi .
: Jumah Dokumen Kerja Keterpaduan Bidang
Terlaksananya Kerja Sama Jumlah Dokumen Kerja Sama Terpenuhinya Kerja Sama QA P TaTE, SATREE Perumahan
Penyediaan /Pengelolaan PSU Penyediaan /Pengelolaan PSU Penyediaan/Pengelolaan PSU = . Rakyat dan
Penyediaan/Pengelolaan Dan Utilitas )
Perumahan Perumahan Perumahan Bidang
PSU Perumahan Umum
. Kawasan
Permukiman
Kegiatan survey dan
pemeriksaan kondisi eksisting,
pematangan lahan,
perencanaan dan DED, Jumlah Lokasi Pelaksana Seksi Bidang
. Jumlah Lokasi Perumahan yang | pengadaan barang/jasa, Perumahan yang Prasarana Sarana | Perumahan
MMMMM%N%%N”M%M%?MHHHP den Disediakan Prasarana, Sarana, pelaksanaan konstruksi Disediakan Prasarana, Dan Utilitas Rakyat dan
dan Utilitas Umum pembangunan PSU perumahan, | Sarana, dan Utilitas Umum Bidang
serah terima. PSU Perumahan Umum Perumahan Kawasan
adalah PSU yang melayani satu
lingkungan perumahan yang
terintegrasi dengan sistem atau




No

Indikator

Penjelasan / Definsi
Opersional

Formulasi

Penanggungjawab

Dumber
Data

jaringan perkotaan. Yang
termasuk PSU Perumahan
adalah 1) Prasarana perumahan
antara lain: a. jaringan jalan, b.
jaringan saluran pembuangan
air hujan atau drainase, c.
penyediaan air minum, d.
saluran pembuangan air limbah
atau sanitasi, dan e. prasarana
dan sarana 2) Sarana
perumahan antara lain: a.
sarana perniagaan, b. sarana
pelayanan umum, c. sarana
pendidikan, d. sarana
peribadatan, e. sarana sosial, f.
sarana rekreasi dan olah raga,
g. sarana tempat bermain, h.
sarana pertamanan dan ruang
terbuka, dan i. sarana 3) Utilitas
perumahan antara lain: a.
jaringan listrik, b. jaringan air,
c. jaringan gas, d. jaringan
telekomunikasi, e. jaringan, f.
pemadam kebakaran, dan g.
sarana penerangan jalan umum.
Perumahan adalah kawasan
dengan jumlah rumah
sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) sampai dengan 1000
(seribu) rumabh.

Terlaksananya Verifikasi PSU yang
Akan Diserahterimakan Oleh
Pengembang

Jumlah PSU yang Diverifikasi

Jumlah PSU yang diserah
terimakan sesuai dengan
verifikasi

Jumlah PSU yang telah
diserah terimakan

Pelaksana Seksi
Prasarana Sarana
Dan Utilitas
Umum
Perumahan

Bidang
Perumahan
Rakyat dan
Bidang
Kawasan




Penjelasan / Definsi

Dumber

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Pelaksana Seksi Bidang
Terlaksananya Verifikasi dan Jumlah Laporan Hasil Serah Terlaksananya Verifikasi dan Jumlah PSU telah Prasarana Sarana | Perumahan
Penyerahan PSU Perumahan dari Terima PSU Perumahan yang Penyerahan PSU sesuai dengan Qd.LB ‘fikasi yang te Dan Utilitas Rakyat dan
Pengembang Terverifikasi dari Pengembang siteplan tveriast Umum Bidang
Perumahan Kawasan
Tersusunnya Dokumen Data Jumlah Dokumen data Rumah MEE_MUS Do_ﬁcqﬂom data Pelaksana Seksi Wambmmr
Rumah Terkena Bencana yang Terkena Bencana Terdatanya Tingkat Kerusakan w:.S %ﬂsmc oF mnmw Penyediaan mmEBﬁ am:
Kabupaten/Kota berdasarkan Kabupaten/Kota berdasarkan Rumah Akibat Bencana Unnaombmw 2 %v mﬁmn\ o2 | perumahan wﬂﬂm an
Tingkat Kerusakan Rumah Tingkat Kerusakan Rumah NM.GM%%NWEHM&& Swadaya Nwswwmmg
Pelaksana Seksi Bidang
Tersusunnya Dokumen Data Jumlah Dokumen Data Teridentifikasi di Jumlah Dokumen Data P di Perumahan
perumahan di Lokasi Rawan perumahan di Lokasi Rawan crideatiiiasinye. parimdhon &) Rumabh di Lokasi Rawan m.u:%m ,Mmb Rakyat dan
Bencana Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten /Kota lokas: pawan benzana Bencana Kabupaten /Kota m.wamum aH Bidang
PR Kawasan
Pelaksana Seksi Bidang
Terehabilitasinya Rumah bagi MMN;N: Wannmb Korban Bencana QﬁE:%.._ W% ﬁmb Wﬁ.ulumb c.nuombm LCE_WW._W cﬂmmyfwcmbm Penyediaan Mnﬂﬁaﬂm.wms
Korban Bencana Kabupaten,Kota upaten / (ota yang yang direhabilitasi sesuai terehabilitasi at Bergnabias .EQm an
Terehabilitasi dengan Rencana Aksi bencana Swadava Bidang
Y Kawasan
. Jumlah Rumah bagi Pelaksana Seksi Bidang
Terbangunnya Rumah bagi Jumlah Rumah bagi Masyarakat | Pembangunan Rumah Bagi M aileart . P di Perumahan
Masyarakat yang Terdampak yang Terdampak Relokasi Masyarakat yang Terdampak T memH. mﬂ megw : _unsua hwm: Rakyat dan
Relokasi Program Kabupaten/Kota | Program Kabupaten/Kota Relokasi Program Pemerintah vwﬂ maﬁw b e an) K moﬂc%u =0 Bidang
L ogram Kabupaten/Kota wadaya Kawasan
ersusunnya Kesepakatan
Komitmen dengan Mza_mr Dokumen Kesepakatan Pelaksana Seksi Bidang
Pengembang/Pelaku Pembangunan vazm,cmu vusmﬂ.ﬁ% mbmmﬁun_mwrw Jumlah Dokumen Kesepakatan Penyediaan Perumahan
untuk Penerbitan Izin vnB Mbﬁmcnmn chc unta oleh pelaku pembangunan Jumah Dokumen Perumahan Rakyat dan
Pembangunan dan Pengembangan annﬁ. R e - untuk penerbitan izin Umum Dan Bidang
Perumahan Terintegrasi Secara a8 _unnmqﬂ_umﬁmmb _uoEBm_.._mb Komersil Kawasan
Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi . s Fricksana Selosi Bidang ah
Sinkronisasi Pengendalian dalam dan Sinkronisasi Pengendalian _...mv oran Um.m: koordinasi dan _um:%mamﬁms S amn
Pembangunan dan Pengembangan Pembangunan dan w_.an.oEmmm_ perumahan yang Jumlah Laporan porum Um: W.m%%mﬁ -
Perumahan Pengembangan Perumahan dilieulcsn prmantaan MM“MW%WS RW%.MMND




Penjelasan / Definsi

Dumber

No S i
asaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Pelaksana Seksi Bidang
Tersusun /Tereview Terlegalisasinya Lﬁg_mr Dokumen Kebijakan LEEF.U Dokumen Kebijakan Pendataan Dan Perumahan
Kebijakan Bidang PKP Bidang PKP yang Bidang PKP yang Jumlah Dokumen Perencanaan Rakyat dan
Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | Tersusun/Tereview/Terlegalisasi Kawasan Bidang
Permukiman Kawasan
: . Pelaksana Seksi Bidang
Terlaksananya m.nzdnw dan MM”WMMMWMMMMWMMME BurvEl Jumlah Dokumen data dan Pendataan Dan Perumahan
_umﬁmﬁmv.mb Lokasi Perumahan dan Batetin mrmbv dan Perfrikifhan dokumen perencanaan di lokasi | Jumlah Dokumen Perencanaan Rakyat dan
Permukiman Kumuh kawasan permukiman kumuh Kawasan Bidang
Kumuh i
Permukiman Kawasan
y Bidang
; Pelaksana Seksi
%ww_memnmb%m mum.u,umu.wm_b Rumah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah tidak Layak %Cammm wcmﬂmw Ve Penyediaan W@EEWM%
Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Huni yang diperbaiki Eyass SHIIL 0E Perumahan .mme -
Diperbaiki Bidang
Swadaya
Kawasan
Pelaksana Seksi W%GEHWW -
amlmr.nmmbmb%m _uma.anombm.mb Jumlah Perencanaan Jalan Terlaksananya Perencanaan Jumlah Perencanaan Peningkatan R t Qms
Perbaikan Jalan Lingkungan Lingkungan Perbaikan Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan Kualitas WWMMW an
Permukiman B
Kawasan
. Pelaksana Seksi mecmhuwm ol
Hmn_mwm.mnmbwm Perbaikan Jalan Jumlah Perbaikan Jalan Terlaksananya Perbaikan Jalan | Jumlah Perbaikan Jalan Peningkatan R t Qms
Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan Kualitas WNH_NW an
Permukiman icang
Kawasan
. Pelaksana Seksi meﬂmwum ahan
erlaksananya Perencanaan . Terlaksananya Perencanaan Jumlah Perencanaan Peningkatan
Perbaikan Drainase Juntlall Rerencanaan Drainase Perbaikan Drainase Drainase Kualitas Wm%%mﬁ e
Permukiman .
Kawasan
Pelaksana Seksi w%cmnam .
Terlaksananya Perbaikan Drainase | Jumlah Perbaikan Drainase q.mlm_w sananys Perhatan ch\.zmw Ferbalkan wosﬁwwmﬁms Rakyat dan
Drainase Drainase Kualitas .
. Bidang
Permukiman

Kawasan




Penjelasan / Definsi

Dumber

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi | Jumlah Laporan Hasil Pelak Seksi Bidang
Sinkronisasi Pengendalian dan Sinkronisasi Pengendalian Koordinasi dan Sinkronisasi 1m : mﬂbw st Perumahan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengendalian Penyelenggaraan | Jumlah Laporan xmnw__mﬁmmmm an Rakyat dan
Pemugaran /Peremajaan Pemugaran /Peremajaan Pemugaran /Peremajaan mc ! Ki Bidang
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh ermukiman Kawasan

Pelaksana Seksi Wwwﬁmwpm SRR
Terlaksananya Pemugaran di Luas Permukiman Kumuh yang Luas Permukiman Kumuh yang L Ha Y Di Peningkatan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kumuh Dipugar Dipugar uas tia Tang Lipugar Kualitas Bid

Permukiman _mw ang

awasan

Terlaksananya Perbaikan Rumah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Tidak Layak Huni untuk untuk Pencegahan Terhadap Jumlah rumah tidak layak huni Pelak Seksi Bidang
Pencegahan Terhadap Tumbuh dan | Tumbuh dan Berkembangnya yang ditingkatkan kulitasnya Jumlah Rumah Tidak _um m%.bm s Perumahan
Berkembangnya Permukiman Permukiman Kumuh di Luar yang berada diluar kawasan Layak Huni yang wm:%m _Mmb Rakyat dan
Kumuh di Luar Kawasan Kawasan Permukiman Kumuh permukiman kumuh dengan ditangani mma%.m = Bidang
Permukiman Kumuh dengan Luas dengan Luas di Bawah 10 luas di bawah 10 Ha wadaya Kawasan

di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki




Sasaran

Indikator

Penjelasan / Definsi
Opersional

Formulasi

Penanggungjawab

Dumber
Data

Terbangunnya Rumah Baru Layak

Huni dalam Rangka Pencegahan
Kumuh

Jumlah Rumah Baru Layak Huni
yang Dibangun dalam Rangka
Pencegahan Kumuh

Pembangunan Rumah Layak
Huni di luar kawasan kumubh,
yang memenuhi prasyarat
keselamatan bangunan dan
mencakup minimum luas
bangunan serta kesehatan
penghuninya. Keselamatan
bangunan meliputi struktur
bawah/ struktur tengah/kolom
dan balok dan struktur atas.
Kesehatan meliputi
pencahayaan, penghawaan, air
minum, dan sanitasi.
Kecukupan luas minimum 7,2
m2 sampai 12 m2 /orang.
Penyediaan rumah baru layak
huni dapat berbentuk vertikal
(susun), rumah tapak.
Pembangunan rumah baru
layak huni diperuntukan untuk
pencegahan kawasan kumuh
sesuai dengan kewenangan
daerah termasuk rumah
swadaya dan rumah khusus
(rumah khusus selain untuk
korban bencana, relokasi sesuai
dengan kebutuhan khusus
lainnya sesuai dengan program
pemerintah daerah). Pengadaan
lahan, pematangan lahan,
penyusunan site plan/detail
engineering design (DED) dan
aktivitas sejenis dapat masuk
dalam sub kegiatan ini.

Jumlah Rumah Baru
Layak Huni yang
Dibangun

Pelaksana Seksi
Penyediaan
Perumahan
Swadaya

Bidang
Perumahan
Rakyat dan
Bidang
Kawasan

Meningkatnya Kesadaran Publik

dalam Rangka Pencegahan Tumbuh

dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh

Jumlah Orang yang Mengikuti
Penyadaran Publik Pencegahan
Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh

Jumlah Orang yang Mengikuti
Penyadaran Publik Pencegahan
Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh

Jumlah Orang yang
Mengikuti

Pelaksana Seksi
Pendataan Dan
Perencanaan

Bidang
Perumahan
Rakyat dan




Penjelasan / Definsi

Dumber

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Kawasan Bidang
Permukiman Kawasan
Sekretariat
Dokumen Perencanaan, i
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra, Renja, Rencana Aksi, Juirlah Dolennen WMSMMQH& B Saleretariat
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Rencana Strategis, Pohon P gl
AR : erencanaan
Kinerja, Cascading
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Msa_mb UEcEﬂdWmD Mﬂ%-m.mvb dan szaaﬁwmmﬂwmxv% &mH.._ Fungsional Sub
dan Laporan Hasil Koordinasi vmﬁoﬁm.: mmHU Mm ; mmwﬁr P porai mmp_u mE. ENMW? Jumlah Dokumen Bagian Sekretariat
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD > YLAunaL Leiumen : enyusunan LDokumen Perencanaan
SKPD SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Funesional Sub
RKA-SKPD dan Laporan Hasil RKA-SKPD dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Koordinasi 8 ;
: . . : Jumlah Dokumen Bagian Sekretariat
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen o —
Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD MMEHNE Umow_wnwm@n w.w?m.ﬁu_u dan WMWEBwﬂUNﬂMNﬁ% an.H Fungsional Sub
dan Laporan Hasil Koordinasi P PAcRL mm_U an Emm”_u % P poran mmHU MMH. Emwﬁv A Jumlah Dokumen Bagian Sekretariat
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD cryusunan Lokumen . cnyusunan Lokumen Perencanaan
SKPD SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Fangslonal Sub
DPA-SKPD dan Laporan Hasil DPA-SKPD dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Koordinasi g ;
S R Jumlah Dokumen Bagian Sekretariat
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen Patetcanais
Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Perubahan DPA-SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja | Laporan Capaian Kinerja dan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ol Babi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Koordinasi & :
S iy < Jumlah Laporan Bagian Sekretariat
Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian R
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Coe e g Fungsional Sub
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | Laporan Evaluasi Kinerja Jumlah Lapotan Bagian Sekretariat

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Perencanaan




Penjelasan / Definsi

Formulasi

Penanggungjawab

Dumber

No Sasaran Indikator Opersional Pate
; Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Hasil .
Terselenggaranya Walidata 2 . Fungsional Sub
Pendukung Statistik Sektoral _umb%n_nummmhmmd s.\.m:am:m Feny w_mbmm.ﬁ,mmﬁ. Em:amﬁm Jumlah Dokumen Bagian Sekretariat
Pendukung Statistik Sektoral Pendukung Statistik Sektoral
Daerah Perencanaan
Daerah Daerah
Jumlah Data Statistik Sektoral Data Statistik Sektoral Daerah Fungsional Sub
Terlaksananya Pengumpulan Data | Daerah yang Telah Dikumpulkan |yang Telah Dikumpulkan dan Jiisalah Data Bagian Seleretarint
Statistik Sektoral Daerah dan Diperiksa Lingkup Perangkat | Diperiksa Lingkup Perangkat P
erencanaan
Daerah Daerah
Jumlah Berita Acara Hasil Forum | Berita Acara Hasil Forum
Terlaksananya Forum Perangkat
Daerah Berdasarkan Bidang Mwmm:mwm# o mou%mwmawmm W..wmmbmwwﬁ Dacrah wm%mmmnwmﬁ Fungsional Sub
Urusan yang Diampu dalam QH_ gmw Eﬂmb_W ang Jlampu &wp mﬂmw EWmDN ROg HImPY Berita Acara Bagian Sekretariat
Rangka Penyusunan Dokumen Ummﬂups mzw - mﬂ%ﬂmﬂﬁg t 1D ME mb_m & Fenyusunan Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah okumen Perencanaan Perangka okumen Perencanaan
Daerah Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Laporan Gaji dan Tunjangan Esisbanimiiwl :
4 J jang % g yang P J Jang Orang Bagian Keuangan | Sekretariat
ASN Gaji dan Tunjangan ASN ASN
dan Aset
Terlaksananya Penatausahaan dan Mﬁa_nm.b Umﬂgamaz Laporan Penatausahaan dan Pelaksana Sub
Pengujian /Verifikasi Keuangan va:m aus % mﬂ.wmn. K Pengujian/ Verifikasi Keuangan | Jumlah Dokumen Bagian Keuangan | Sekretariat
SKPD engujian /Verifikasi Keuangan SKPD dan Aset
SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan ;
Akhir Tahun SKPD dan Laporan %%_mrm_wm%wﬂmb N_.wmzmsmmumbwﬂ: Pelaksana Sub
Hasil Koordinasi Penyusunan K c% i p an Lap owmmm a5t Dokumen Laporan Keuangan Jumlah Laporan Bagian Keuangan | Sekretariat
Laporan Keuangan Akhir Tahun POFCinag]  eRyusinan Laporax dan Aset
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan mﬂﬁwﬂm%nwm%mwmmmmo%%\ummb
WMW%MM“_ A.M_ m”am WMBSNMM MWMHMMEEHH Semesteran SKPD dan Laporan Dokumen Laporan Keuangan Pelaksana Sub
P S Jumlah Laporan Bagian Keuangan | Sekretariat

Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran
SKPD

Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran

dan Aset




Penjelasan / Definsi

Dumber

N
o Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
Tersedianya Dokumen Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Doku Analisis Pr . Pelaksana Sub
dan Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi WO ali Enmﬂ an 1818 TTOgNOosis Jumlah Dokumen Bagian Keuangan | Sekretariat
Anggaran Anggaran calisasi Anggaran dan Aset
Pelaksana Sub
Terlaksananya Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan | Laporan Penatausahaan Barang . :
Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang Milik Daerah pada SKPD | Milik Daerah pEESSEESEno oagian Keuangan | Sekretariat
Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan | Dokumen Pendataan dan Pelaksana Sub
Pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Bagian Umum Sekretariat
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Dan Kepegawian
o Jumlah Orang yang Mengikuti Orang yang Mengikuti Pelaksana Sub
Terlak e TR 2 : .
erlaksenanya Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan Perundang- | Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang Bagian Umum Sekretariat
Perundang-Undangan ;
Undangan Perundang-Undangan Dan Kepegawian
Terlaksananya Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Orang yang Mengikuti Pelaksana Sub
Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis Implementasi | Jumlah Orang Bagian Umum Sekretariat
Undangan Peraturan Perundang-Undangan | Peraturan Perundang-Undangan Dan Kepegawian
Tersedianya Komponen Instalasi %%mﬂm_mwmv% MMMWMM MMWMM - Paket Komponen Instalasi Pelaksana Sub
Listrik/Penerangan Bangunan & Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Bagian Umum Sekretariat
Kantor Bangunan Kastaryang Kantor yang Disediakan Dan Kepegawian
Disediakan
. Jumlah Paket Peralatan dan Paket Peralatan dan Pelaksana Sub
Tersed .
crtedianys Peralatardan Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor yang Jumlah Paket Bagian Umum Sekretariat
Perlengkapan Kantor e b .
Disediakan Disediakan Dan Kepegawian
Tersedianya Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Paket Peralatan Rumah Tangga vm_m.unmmbm St .
Tangga Tangga yang Disediakan yang Disediakan dumlahy Caket Bagian GECE Sckretariat
Dan Kepegawian
£ ok Pelaksana Sub
Tersedianya Bahan Logistik Kantor JHEIplall Fakel wmbmb Logiatie PRket memb Logiatilc Kantor Jumlah Paket Bagian Umum Sekretariat
Kantor yang Disediakan yang Disediakan D .
an Kepegawian
. Jumlah Paket Barang Cetakan Pelaksana Sub
Tersed B . .
cractiiyn Barang Cetakean, das dan Penggandaan yang Paket Barang Cetaken dan Jumlah Paket Bagian Umum Sekretariat

Penggandaan

Disediakan

Penggandaan yang Disediakan

Dan Kepegawian




Penjelasan / Definsi

Dumber

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | Dokumen Bahan Bacaan dan Pelaksana Sub
T : :
1“.“”““%%% oW:m”MMbWWMMMM%N dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bagian Umum Sekretariat
g & Undangan yang Disediakan yang Disediakan Dan Kepegawian
T . T T : Pelaksana Sub
MMMﬂWmmbmuwm Fasilitasi Kunjungan Mﬁi.mmb rmﬁ%qm: Fasilitasi mmmvoamb Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Bagian Umum Sekretariat
unjungan Tamu amu Dan Kepegawian
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan L P 1 Rt Pelaksana Sub
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi K ﬁomwb wmwm Q_M mmmuﬂmb. mmumwv Jumlah Laporan Bagian Umum Sekretariat
SKPD SKPD oordinasi dan Konsultasi Dan Kepegawian
Tersedianya Kendaraan Perorangan mca_mb C:m“ummnsamﬂmmb Unit Kendaraan Perorangan Pelaksana Sub
Dinas atau Kendaraan Dinas NMH%MMW%% wagmwmgmmwcﬂmb Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah Unit Bagian Umum Sekretariat
Jabatan M s atan yang Jabatan yang Disediakan Dan Kepegawian
Disediakan
. : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Unit Kendaraan Dinas Pelaksana Sub
,H,nﬂmun:.mb ¥ Kendaraen Dinas Operasional atau Lapangan yang | Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Bagian Umum Sekretariat
Operasional atau Lapangan T R :
Disediakan yang Disediakan Dan Kepegawian
Pelaksana Sub
Tersedianya Mebel mmnﬂmwwwmwﬁ Mebel yang Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Bagian Umum Sekretariat
1acciadeal Dan Kepegawian
Tersedianya Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin | Unit Peralatan dan Mesin . vo_mHme:m Stk ;
Lainnya Lainnya yang Disediakan Lainnya yang Disediakan Jumlel Unit Bagian CBSB Sekretariat
yay yay Dan Kepegawian
. Jumlah Unit Gedung Kantor atau | Unit Gedung Kantor dan Pelaksana Sub
M%&w%%mmcwm Kantorataa Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya yang Jumlah Unit Bagian Umum Sekretariat
gu y Disediakan Disediakan Dan Kepegawian
: : ; Pelaksana Sub
MMMMWWND%E“ Wn.m%n&mb: Jasa WHMWMW“_ Wmﬁo“..mw Penyediaan Jasa Wm&%gg Wnb%m&_mmb Jasa Surat Jumlah Laporan Bagian Umum Sekretariat
yu By L Dan Kepegawian
: S5 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | Laporan Penyediaan Jasa Pelaksana Sub
TersedinnysiJasa Konunikast, Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Laporan Bagian Umum Sekretariat

Sumber Daya Air dan Listrik

Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan

dan Listrik yang Disediakan

Dan Kepegawian




Penjelasan / Definsi

Dumber

No Sasaran Indikator Opersional Formulasi Penanggungjawab Data
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | Laporan Penyediaan Jasa Pelaksana Sub
anmo&mb%m. Jaxa Pelayanan Umamn Pelayanan Umum Kantor yang Pelayanan Umum Kantor yang Jumlah Laporan Bagian Umum Sekretariat
antor . . . . .
Disediakan Disediakan Dan Kepegawian
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Kendaraan Perorangan Dinas Balzlsann Sub
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 7 :
. - o . Jumlah Unit Bagian Umum Sekretariat
Kendaraan Perorangan Dinas atau | Jabatan yang Dipelihara dan yang Dipelihara dan dibayarkan Darn Kevesawian
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Pajaknya peg
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional Pelaksana Sub
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang | atau Lapangan yang Dipelihara . ; N
4l ; - . . 5 : Jumlah Unit Bagian Umum Sekretariat
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak | dan dibayarkan Pajak dan .
: - . . Dan Kepegawian
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya Perizinannya
g ; . ; Pelaksana Sub
Tereksanerye Peelersan | Jumlah Perolaten dan Mesin | Peralatan dan Mesin Lainnya. | gumlah Uni Bagan Umum | Sckeetaia
y nya yang Dipelinara yang Dip Dan Kepegawian
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan Gedung Kantor dan Bangunan Pelaksana Sub
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung | Bangunan Lainnya yang Lainnya yang Jumlah Unit Bagian Umum Sekretariat

Kantor dan Bangunan Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi

Dipelihara/Direhabilitasi

Dan Kepegawian
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